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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Neli Novia Andriani
NIM : 150903101019
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Konsultan Pgjak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan ” adalah benar-benar hasil karya
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ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 April 2018
Y ang menyatakan,

Neli Novia Andriani
NIM 150903101019
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Aryo Prakoso,S.E.,M.SA.,Ak Y eni Puspita S.E.,M.E.
NIP. 198710232014041001 NIP. 198301012014042001
Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si,
NIP 195808101987021002

Vi



RINGKASAN

Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770 ) Melalui e-filling
Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan; Neli Novia
Andriani, 150903101019; 2018: 148 halaman; Program Studi Diploma IlI
Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan [Imu Politik
Universitas Jember.

Surat Pemberitahuan Tahunan pajak disampaikan oleh wajib pajak kepada
Dirjen Pgjak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual, namun seiring
dengan perkembangan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia
internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan suatu sistem pelporan
pajak melalui internet yang dikenal dengan nama e-ffiling. Namun tidak hanya
sampai dengan e-filing sgja, setelah sukses dengan program e-filing nya Direktorat
Jenderal Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan
SPT yang dikenal dengan nama e-form.

E-form adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan exstens .xfdl
yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan Aplikasi Form
Viewer yang disediakan djponline.pajak.go.id. Setelah SPT tahunan dibuat secara
offline, wajib pajak bisalangsung meng-upload SPT-nya secara online via Aplikas
Form Viewer. Terdapat 3 jenis Formulir SPT pada aplikasi e-form yaitu Formulir
e-form 1770S untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto
lebih dari Rp. 60.000.000 juta, formulir e-form 1770 untuk wajib pajak orang
pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan formulir e-
form 1771 untuk wajib pajak badan. Ada 3 langkah dalam memulai layanan e-form
DJP yaitu Instal Aplikasi Form Viewer, Buat SPT (mendownload formulir e-form
sertamengisinya), kirim SPT dan terima Bukti Penerimaan Elektronik.

Dalam pelaksanaannya, eform terdapat beberapa keuntungan dan
kekurangan antara lain yaitu keuntungan menggunakan e-form ini adalah wajib
pajak dapat lebih mudah dalam mengisi SPT karena dapat diisi secara offline,
Penyampaian SPT nya dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja, dengan

menggunakan e-form bisa memiliki simpanan file SPT yang dapat dibuka kapan
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sgja tanpa akses internet dan beberapa keuntungan lainnya. Untuk kekurangan e-
form sendiri adalah perlunya instal aplikasi pendukung seperti Aplikasi Form
Viewer, tidak adanya petunjuk pengisian formulir e-form dan masih banyak wajib
pajak yang belum mengerti tentang teknologi informas atau bagaimana cara
mengoperasikan komputer dan sejenisnya.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0605/UN25.1.2/SP/2018,

Diplomalll Perpajakan Jurusan Administras, Fakultas|Imu Sosial dan IImu
Politik, Universitas Jember).
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Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”. Laporan Praktek Kerja
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14.

15.
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senantiasa banyak membantu dan memberi dukungan;
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pengerjaan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung
hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyataini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk

menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala

kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek KerjaNyata

ini.

Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat

memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 11 April 2018
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara terbesar adalah dari sektor penerimaan pajak.
Definisi Pgjak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3), pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestas) yang langsung ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak digunakan oleh
pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk
mensejahterakan rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat
dominan. Peranan pajak dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak
langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat yang dirasakan dari pajak sendiri adalah fasilitas pendidikan, fasilitas
kesehatan, fasilitas transportas, sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran
pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.
Demi mewujudkan peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan berbagai
upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pagjak. Salah satu
upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari
sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan,yaitu dengan
melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan serta
sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas,sehingga
potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan
menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib
Pajak.

Dilihat dari reformasi perpagjakan pada tahun 1983 sistem pemungutan pajak
telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assesment system
menjadi self assesment system. Self assessment system sendiri diatur pada UU
No0.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan (KUP).
Berbeda dengan official assessment system, dalam self assessment system Wajib
pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajaknya. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas



aparatur perpgjakan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Oleh karena itu, reformasi pada sistem administrasi perpajakan dari official
assessment sangat diperlukan sebagai penunjang peningkatan kepatuhan wajib
pajak, maupun untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan
dari penerimaan dalam negeri. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh
rangkaian kegiatan perpgjakan dilakukan secara manual seperti, pengisian,
pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Kegiatan
tersebut sangatlah tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar

dan menimbulkan biaya tambahan.

Adanya perkembangan teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan pekerjaan mengolah, mengelola, menyalurkan, serta menyebarkan
informasi dan layanan publik. Oleh karena itu, teknologi informasi banyak
digunakan oleh manusia bahkan dalam praktek pemerintahan dibeberapa negara.
Penggunaan teknologi informasi melalui media online yang menjadi salah satu

pilihan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas layanan publik serta
kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)
dengan mengembangkan e-goverment. e-goverment telah diperkenalkan di
Indonesia melalui Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good
governance dan mempercepat proses demokrasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dibawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang

sudah menerapkan e-goverment.

Pajak sendiri memang merupakan penyumbang dana terbesar yang diharapkan
dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Serta
merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau
negara dalam pembiayaan pembangunan. Demikian pendapatan negara untuk
melakukan pembenahan daerah maupun perkotaan terdapat dari iuran bersama

masyarakat Indonesia, berupa pajak yang dibayarkan setiap bulan maupun tahun



berjalan. Hal tersebut berguna untuk mensejahterakan dan memberi kemakmuran
bagi rakyat bersama. Peraturan perundang-undangan pun tidak terlepas guna
mengatur tentang pajak, peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan yaitu,
Undang- undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan
(KUP) ada beberapa jenis pajak yang dapat dipungut dan dipotong oleh pemerintah
menurut Undang-Undang No.36T ahun 2008 diantaranya adalah:

a Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB);

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

c. BeaMaterai;

d. BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);dan
e. Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas
penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau
badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pgjak Penghasilan sendiri
meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pagjak
Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasila Pasal 4 ayat 2. Dari berbagai jenis
pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu
pajak yang memberikan masukan yang sangat besar bagi negara. Kebijakan
pemerintah dalam mengatur pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah
dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.K EP-545/PJ2000
Tentang Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal
21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi.

Sebagai masyarakat yang telah memenuhi syarat subjektif (warga Indonesia)
dan objektifnya (memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak) wajib
melakukan kewajiban administrasi perpajakannya, salah satunya yaitu menghitung
dan menyetorkan pajaknya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.



101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) yaitu:

Tabel 1.1 Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penerima PTKP Setahun Sebulan
Untuk diri pegawai Rp. 54.000.000 Rp. 4.500.000
Tambahan untuk pegawai yang sudah Rp. 4.500.000 Rp. 375.000

menikah (kawin)
Tambahan untuk seorang istri yang Rp. 54.000.000 Rp. 4.500.000
penghasilannya digabung
Tambahan untuk setiang anggota Rp. 4.500.000 Rp. 375.000
keluarga

*) paling banyak 3 (tiga) orang
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1.

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP) dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Besaran
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP) ada 4 (empat) kriteria yaitu Rp.54.000.000
untuk wajib pajak orang pribadi, Rp.4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang
sudah menikah (kawin), Rp.4.500.000 tambahan untuk setiagp anggota keluarga

(paling banyak 3 orang tanggungan), dan yang terakhir Rp.54.000.000 untuk
tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung, sesuai dengan Undang —
undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan
maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan
yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala
keluarga atau dalam hal ini yaitu suami, Namun apabila pekerjaan istri didapat dari
satu pemberi kerja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan
bebas suami maka tidak akan digabung dengan syarat penghasilan istri telah
dipotong terlebih dahulu oleh pemberi kerjanya.

Jikawajib pajak memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak
tetapi memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga tetap harus melaporkan
pajak terutangnya meskipun nihil, karena hal tersebut merupakan kewajiban Wajib
Pajak. Dalam hal pelaporan pajak terutang Wajib Pajak menggunakan Surat
Pemberitahuan (SPT) untuk mengisi data-data yang terkait dengan pelaporan pajak.



Kemudian disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) ataupun Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP)
tempat wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh kontan.co.id (Diakses pada 22 Februari
2018) jumlah pelapor SPT tahun 2017 mencapa 9,01 juta. Jumlah tersebut
meningkat hampir 400.000 pelaporan SPT dibanding tahun 2016 yang tercatat 8,61
juta pelaporan SPT. Dari jumlah penyampaian tersebut 6,9 juta di antaranya
merupakan penyampaian SPT secara elektronik. Hal tersebut meningkat dibanding
tahun 2016 yang sebesar 5 juta penyampaian SPT secara elektronik. Sedangkan 2,1
juta sisanya merupakan penyampaian SPT secara manual. Artinya semakin
berkembangnya model penyampaian SPT secara elektronik maka semakin
berkembang pula jumlah kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu Direktorat
Jenderal Pajak berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak
dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang
dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada
administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah
sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Pada awalnya Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak ini disampaikan oleh
wajib pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara
manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk
kertas) yang disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun seiring dengan
perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia
internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan suatu sistem pelaporan
pajak melalui internet yang dikenal dengan e-filing yang diatur berdasarkan PER-
39/PJ2011 dan telah di ubah dengan peraturan terbaru yaitu PER- 1/PY2014.

e-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik yang
dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat
Jenderal Pajak. Untuk saat ini, fasilitas e-filing dapat digunakan untuk beberapa
jenis SPT yaitu SPT Tahunan OP Formulir 1770S, SPT Tahunan OP Formulir
1770SS, SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Tahunan



PPh Badan Formulir 1771, serta SPT Masa PPN dan PPnBM. Penyampaian SPT
melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-filing ini merupakan upaya dari
Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib
pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena wajib
pajak tidak perlu datang secara langsung dan mengantri untuk melaporkan ke

Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setelah sukses dengan program e-filing nya pada bulan Maret 2017 Direktorat
Jenderal Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan
SPT yang diberi nama e-form yang diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor PER-30/PJ2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ2010 tentang Bentuk Formulir Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib
Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya . E-form merupakan formulir SPT
elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan
secara offline menggunakan Aplikas Form Viewer yang disediakan Direktorat
Jenderal Pajak. Setelah SPT Tahunan dibuat secara offline, Wajib Pajak bisa
langsung meng-upload SPT-nya secara online via Aplikas Form Viewer. Untuk
saat ini fasilitas e-form dapat digunakan 3 jenis SPT , yaitu:

a. SPT Tahunan OP Formulir 1770S, bagi Wajib Pajak yang mempunyai
penghasilan dari satu aau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya
dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final;

b. SPT Tahunan OP Formulir 1770, dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu atau
lebih pemberi kerja, dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final, dalam negeri
lainnya/luar negeri;

c. SPT Tahunan Badan Formulir 1771.

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berujung pada
pengenaan sanksi. Sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan itu sendiri, yang
dimulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, membutuhkan
kecermatan dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku ataupun penghitungannya. Oleh karena alasan tersebut, banyak wajib pajak



orang pribadi maupun badan yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk
membantu mengelola dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.
Misalnya di Malang, tercatat ada 30 Kantor Konsultan Pgjak (KKP) yang
bergabung dalam Ikatan Konsutan Pajak Indonesia (IKPl) Cabang Malang.
(Lampiran 28 Halaman 129)

Salah satunya yaitu Kantor Konsultan Pajak (KKP) Drs. Agus Sambodo
SH.,MSA.,BKP dan rekan. Menurut Konsultan Pajak (Sugiarto,2018) KKP Drs.
Agus Sambodo SH.,MSA..BKP dan Rekan memberikan pelayanan konsultasi
perpgjakan diantaranya: Jasa untuk mendampingi clien dalam kewajiban
perpajakannya, Jasa konsultasi perpajakan internasional, Jasa Pemberian pelatihan
di bidang perpajakan, Workshop, kursus Brevet Pajak A,B dan C, Seminar, In
Company Training dan, jasa konsultasi yang dilakukan dalam jangka waktu
tertentu, meliputi konsultasi pembuatan SPT Tahunan dan pelaporan SPT Tahunan

dan konsultasi kasus-kasus tertentu serta permohonan tertentu.

Adanya kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan Wajib Pgjak. Selain itu, transisi cara penyampaian dan
pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat memudahkan dan memberi manfaat
bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri dalam pengelolaan pajak. Oleh karena
itu perlu dukungan semua pihak secaraterus-menerus agar peningkatan pelayanan
kepada wajib pajak terus berjalan dan sekaligus terciptanya administrasi
perpajakan yang modern. Menurut Konsultan Pajak ( Sugiharto, 2018) saat ini
belum semua Wajib Pajak menggunakan e-form karena sebagian Wajib Pajak
masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT
sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak Wajib
Pajak yang belum paham tentang tata cara pelaporan SPT melalui e-form dan
kemampuan atau wawasan Wajib Pajak tentang teknologi informasi masih kurang.
Selain itu, sosialisasi tentang e-form kepada Wajib Pajak masih belum maksimal
dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat
yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Dengan adanya e-form ini diharapkan mampu memudahkan petugas pajak dalam
pengelolaan dan sistem administrasi SPT.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul
tentang ” Prosedur Pengisian Dan Pelaporan e-form (1770S dan 1770 ) M elalui
e-filling Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo Dan Rekan”’.

1.2 Rumusan M asalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan digjukan rumusan
masalah yaitu: Bagaimanakah Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form (1770S dan
1770) Melalui e-filing Pada Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo Dan Rekan?

1.3 Tujuan dan M anfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh
mahasiswa untuk menyelesaikan Progam Studi Diploma 11l Administrasi
Perpajakan Fakultas [Imu Sosial dan IImu Politik Universitas Jember. Setiap

kegiatan dilakasanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat yaitu:

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan
menjelaskan prosedur pengisian e-form (1770S dan 1770) Melalui e-filing Pada
Kantor Konsultan Drs. Agus Sambodo Dan Rekan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)
a. Bagi Mahasiswa

1) Untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan mempraktekkan
teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan;

2) Sebagali wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi duniakerja dengan
dibekali keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang diperoleh saat
melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

3) Meningkatkan keahlian di bidang perpajakan, ilmu pengetahuan serta
dapat memahami aplikasi ilmu yang diterapkan di perusahaan/ instansi;



4) Untuk membantu dan ikut berperan serta dalam memberikan pemahaman
tentang pengisian dan pelaporan e-form (1770S dan 1770) Melalui e-filing
kepada masyarakat, dosen, mahasiswa dan stakeholder.

b. Bagi Perusahaan

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan
Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi
maupun besrsifat organisas;

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara
menghadapi etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang

professional.



BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka mencakup materi-materi tertentu yang diambil dari berbagai
macam literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan
dijadikan peninjauan atau dasar dalam pembahasan dari suatu permasalahan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaporan pajak menggunakan
e-form (1770S dan 1770) melalui e-filing.

2.1 Prosedur dan Pelaporan
2.1.1 Pengertian Prosedur dan Pelaporan

Mulyadi (2001:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal,
biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi
berulang-ulang.

Mulyadi (2001:8) mengemukakan Pelaporan merupakan catatan yang
memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak

yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

2.2 Perpajakan
2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak Bedasarkan Undang-Undang Ketentuan UmumNo. 28 Tahun
2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Definisi Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3)
mendefinisikan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasatimbal (kontraprestasi)
yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.
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2.2.2 Fungs Pajak
Adaduafungsi pajak menurut Resmi (2017:3), yaitu :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai salah satu sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungss Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melak sanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh:

1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi
jual-beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif
pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal ;

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak
yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar
pajak) yang tinggi pula sehinggaterjadi pemerataan pendapatan;

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksutkan agar para pengusaha terdorong
mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa
negara;

4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu,
seperti industri semen,industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan
agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat
mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan);

5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan
peredaran usaha tertentu, dimaksutkan untuk penyederhanaan penghitungan
pajak;

6) Pemberlakuan tax holiday,dimaksutkan untuk menarik investor asing agar

menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Wajib Pajak dan Subjek Pajak
Menurut llyas (2012:5), pengertian Wajib pajak dan Subjek Pajak adalah:
a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, dan pemungutan pajak, yang
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mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
b. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

224 JenisPajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut

sifat, dan menurut lembaga.

a Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1)

2)

Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau pihak lain. Pgjak harus menjadi beban Wajib Pajak yang
bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Tidak Langsung, pajak yangpada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung
terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatanyang
menyebabkan terutangnya pajak, misalnyaterjadi penyerahan barang atau
jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau
tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga
unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut
ini ketiga unsur tersebut.

a) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis
diharuskan melunasi pajak;

b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul
terlebih dahulu beban pajaknya;

c¢) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus
dibebani pajak.

d) Jikaketigaunsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknyadisebut
pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada
lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
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b. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan
pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik
berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan
pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah
tingkat | (pgjak provinsi) maupun daerahtingkat |1 (pajak kabupaten/kota),
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hotel,dll.

2.2.5 CaraPemungutan Pajak
Menurut Waluyo dan llyas (2003:17) Dalam pemungutan pajak terdapat
beberapa cara, sebagai berikut:
a Selsal Pajak
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:
1) Selsel nyata (Riil stelsal)
Pengenaan pajak didasarkan padaobjek (penghasilan) yang nyata, sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnyatelah dapat diketahui. Kelebihan stelsdl ini
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adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah hasil riil diketahui)

2) Selsel Fiktif
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stel sel
ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu
akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan
pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Selsel Campuran
Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada wal
tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada
akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak
menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya.
Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat
diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian,
berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada aparatur perpagjakan (peranan dominan ada pada aparatur
perpajaknnya).
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2) SAf Assesment System
Sistem pemungutan yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisitaif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu
menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang
berlaku, mempunyal kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti
pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib pajak diberi
kepercayaan untuk:
a) menghitung sendiri pajakyang terutang;
b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
¢) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
€) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian
besar tergantung padawajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib
Pajak.

3) With Holding System

Sistem pemungutan pajakyang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
pajak sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-
undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk
memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia
Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung
pada pihak ketiga yang ditunjuk peranan dominan ada pada pihak ketiga.
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2.2.6 Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2016:11) tarif pajak terdiri dari 4 (empat) macam:

a Tarif Sebanding atau Proporsional, tarif berupa presentase tetap terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pagjak sehingga besarnya pajak yang terutang
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk
penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean akan dikenai Pajak
PertambahanNilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah
yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh:
besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal
berapapun adalah Rp. 3.000,00.

c. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah
yang dikenai pajaksemakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak
Penghasilan untuk Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabd 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak

L apisan Penghasilan K ena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%

Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25%

Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Sumber: Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008
Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi 3 (tiga):
1) Tarif Progresif Progresif — : kenaikan presentase semakin besar
2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan presentase tetap
3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase semakin kecil
d. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bilajumlah yang
dikenai pajaksemakin besar.

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak
a. Pengertian
Bedasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor Pokok
Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana
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dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi Nomor PokokWajib Pajak
1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak;
2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan
administrasi perpajakan;
c. Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak

diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

2.2.8 Surat Pemberitahuan (SPT)
a. Pengertian
Menurut Halim et al (2017:25) Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh
wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Dasar Hukum SPT
Surat Pemberitahuan diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri
Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.
c. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)
1) Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjwabkan perhitungan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
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a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satau Tahun Pajak
atau bagian Tahun Pgjak;

b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objekpajak;

¢) Hartadan kewagjiba, dar/atau;

d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2) Bagi Pengusaha Kena Pagjak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai
sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan
jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan atas Barang Mewah
yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh
Pengusaha K ena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjwabkan pajak yang
dipotong atau dipungut dan disetorkan.

d. Jenis Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ2016 pasal 1

jenis-jenis SPT, yaitu:

1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas:

a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah);

b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diijinkan menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa I nggris dan mata uang Dolar Amerika (1771-
us);

¢) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai
penghasilan dari usaha /pekerjaan bebas yang menyelenggarakan

pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto, dari satu atau lebih



19

pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, dan dari
penghasilan lain (1770);

d) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai
penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainya, yang
dikenakan PPh finaldan/atau bersifat final (1770 S);

€) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadiyang mempunyai
penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak
melebihi Rp 30juta setahun (1770 SS).

2) SPT Masg, yaitu:

a) SPT MasaPPh Pasal 4 ayat 2;

b) SPT Masa PPh Pasal 15;

c) SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26;

d) SPT Masa PPh Pasal 22;

€) SPT Masa PPh Pasal 23dan 26;

f) SPT Masa PPN dan PPnBM;

g) SPT Masa PPN dan PPNnBM bagi pemungut.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut Resmi (2017:70) adalah pajak yang dikenakan
terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam
suatu tahun pajak.

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1983
tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:71) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu
yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran
untuk dikenakan Pajak Penghasilan.
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Resmi (2017:71) menyebutkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36
Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:
a. Subjek Pgjak Orang Pribadi
Orang Pribadi sebagai subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di
Indonesia atau di luar Indonesia.
b. Subjek Pajak Warisan yang belumterbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak
pengganti, menggantikan mereka yang berhak,yaitu ahli waris. Penunjukan
warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar
pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap
dapat dilaksanakan.
c. Subjek Pajak Badan
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan
Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit
tertentu dari badan pemerintah, misalnyalembaga, badan, dan sebagainya yang
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan untuk meperoleh penghasilan merupakan Subjek
Pajak.
d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang
pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada
di Indonesiatidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan
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badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1) Tempat kedudukan manajemen;

2) Cabang perusahaan;

3) Kantor perwakilan;

4) Gedung kantor;

5) Pabrik;

6) Bengkel;

7) Gudang;

8) Ruang untuk promosi dan penjualan;

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam,

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

11) Perikanan, peternakan, pertanian,perkebunan, atau kehutanan;

12) Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain,
sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas
bulan;

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak
bebas;

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung resiko di Indonesia;

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa,
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk

menjalankan kegiatan melalui internet.

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Mardiasmo (2016:166) yang tidak termasuk subjek pajak
penghasilan yaitu:

a. Kantor perwakilan negara asing;
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b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pgabat lain dari negaraasing,
dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan
bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia;

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

c. Organisas International dengan syarat:

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

2) Tidak menjalankan usahaatau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat perwakilan organisasi International, dengan syarat:

1) Bukan warga negara lndonesia;

2) Tidak menjalankan usaha,kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan
Menurut Resmi (2017:75) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang,
jasa,kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Sedangkan Objek Pajak

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib

Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib

Pajak, penghasilan dikelompokkan menjadi:

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
gdji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainya;

b. Penghasilan dari usaha dan kegitaan;
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c. Penghasilan dari modal,yang berupa aset gerak ataupun aset takgerak seperti
bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang
tidak dipergunakan untuk usaha: dan

d. Penghasilan lain-lain,seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan
dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21
2.4.1 Pengertian

Menurut Mardiasmo (2016:197) Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah
pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam
negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Halim et al (2017:89), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 252/PMK.03/2008 yang termasuk Pemotong PPh Pasal 21, meliputi hal-hal

sebagai berikut:

a. Pemberi kerjayang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat
maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun,
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai;

b. Bendaharaatau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang
kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah,
instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan
Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji,
upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
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c. Dana Pensiun, baadan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-
badan lain yang mebayar uang pensiun dan tunjangan hari tuaatau jaminan hari
tua;

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta
badan yang membayar:

1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status
Subjek Pajak dalamnegeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan
pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan
untuk dan atas nama persekutuan;

2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek
Pajak luar negeri;

3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan
magang.

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan Pemrintah, organisasi yang bersifat
Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi sertalembaga lainnya
yang menyelenggarakan kegiaatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau
penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ2016 yang termasuk
subjek pajak penghasilan pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut:
b. Pegawai;
c. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari
tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
d. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antaralain meliputi:
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
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2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau
peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

3) Olahragawan;

4) Penasihat, penggjar, pelatih, penceramah, penyuluh,dan moderator ;

5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem
aplikasinya, telekomunikasi, elektronikasi, fotografi, ekonomi, dan sosial
serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan,

7) Agen iklan;

8) Pengawas atau pengelola proyek;

9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi
perantara;

10) Petugas penjgja barang dagangan;

11) Petugas dinas luar asuransi;

12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan
sgjenis lainnya.

Y ang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi yang menerima
atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan
kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium
dari pemberi kerja.

Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

1) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga,

seni, ketangkasan, ilmupengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

2) Pesertarapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara

kegiatan tertentu;

4) Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

5) Pesertakegiatan lainnya.



f.

26

Pegawal yang menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteriatertentu
dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak dalam 1 (satu) tahun paling banyak
sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikenai pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 2,5% (dua koma lima persen) dan bersifat
final.

244 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
Menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ2016, objek pajak
penghasilan Pasal 21 berdasarkan ketentuan, adalah:

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur
berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan
sehubungan dengan pensiunan yang diterima secara sekaligus berupa uang
pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan
pembayaran lain sejenisnya;

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian,
upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara
bulanan.

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antaralain berupa honorarium, komisi, fee, dan
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan namadan
dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;

g. Anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai
pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tentiem,
gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur, dan peserta
program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana

pensiun.
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245 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ2016 yang termasuk
kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

b. Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk
masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan menyimpan
catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

c. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau pensiun berkala paling lama 1
(satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal pegawai tetap berhenti
bekerja sebelum bulan desember, bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
harus diberikan paling lama 1(satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti
kerja;

d. Memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 selain pegawai tetap dan pensiun berkala setiap kali
melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;

e. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan
Pasal 21 untuk setiap masa pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa
pajak berakhir;

f. Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk
setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan
masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 terdaftar, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah
masa pajak berakhir.
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2.4.6 E-Goverment

Pemerintah Indonesia melakukan peningkatan kualitas layanan publik serta
kinerja birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)
dengan mengembangkan e-goverment. e-goverment telah diperkenalkan di
Indonesia melalui Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2001 tentang Telematika
(Telekomunikasi Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat
pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good
governance dan mempercepat proses demokrasi. Direktorat Jenderal Pgjak (DJP)
dibawah Kementerin Keuangan merupakan salah satu intansi pemerintah yang

sudah menerapkan e-goverment. Salah satunya yaitu e-filing.

e-Filing adalah suatu cara pelaporan SPT Tahunan PPh secara elektronik
yang dilakukan secara online dan real time melalui internet padawebsite Direktorat
Jenderal Pajak. Setelah sukses dengan program e-filling nya Direktorat Jenderal
Pajak kembali meluncurkan program atau aplikasi terbaru untuk pelaporan SPT
yang diberi nama e-formyang diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-30/PJ2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ2010 tentang Bentuk Formulir Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib
Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. e-form merupakan formulir SPT
elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan
secara offline menggunakan Aplikas Form Viewer yang disediakan Direktorat
Jenderal Pajak.

2.5 E-filing
2.5.1 Pengertian e-filing

e filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan
perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara Online yang realtime melalui
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia Jasa Aplikasi
atau Application Service Provider (ASP).
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2.5.2 Dasar Hukum e-filing

Wajib pajak yang menggunakan e-filing ini mendapatkan perlindungan
hukum. Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan jaminan kepada Wajib Pajak
atas keamanan, kerahasiaan dan keasliannya. Tandatangan digital yang dibutuhkan
dalam SPT elektronik merupakan proses penyisipan status subjek hukum pada
informasi, bahwa pengirim informasi adalah subjek hukum yang benar. Dasar

Hukum mengenai e-filing ini antaralain:

a. Peraturan Direktorg] Jenderal Pajak No. PER-26/PJ2012 tentang Tata Cara
Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

b. Peraturan Direktorat Jenderal Pgjak No. PER-1/PJ2014 tentang Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi
yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara e-filing melalui
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Pada tahun 2015 pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak
Orang Pribadi 1770 dapat disampaikan melalui e-Filing sesuai dengan Perturan
Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ2015 yang kemudian diperbarui dengan
Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ2017 tentang Penyampaian Surat
Pemberitahuan Elektronik.

2.5.3 Elemen yang berkaitan dengan e-filing

a. Electronic Filing Identification Number (e-FIN)
Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomer identitas yang
digunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing dan
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepadaWajib Pajak yang mengajukan
permohonan untuk melaksanakan pelaporan melalui e-filing. e-FIN berupa
kode kombinasi angka dan huruf sebanyak 10 digit. Permohonan untuk
memperoleh e-FIN (Electronic Filing Identification Number) dapat
disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan
menggunakan formulir permohonan memperoleh e-FIN, dengan melampirkan:
1) Fotocopy ldentitas di Wajib Pgjak;
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2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;

3) Dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wagjib Pgjak dan
menyampaikan surat kuasa bermateral serta fotocopy identitas diri kuasa.

Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan e-FIN (Electronic Filing

Identification Number) paling lama 1 (satu) hari kerja segjak permohonan

diterima dengan benar dan lengkap. (Contoh terlampir di Lampiran 25 halaman

126)

. Notifikasi

Notifikasi adalah pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai status e-SPT
yang disampaikan melalui e-Filing melalui website Sirektorat Jenderal Pajak.
E-mail (Electronic Mail)

E-mail (Electronic Mail) adalah surat dalam bentuk elektronik. E-mail
merupakan salah satu fasilitas atau layanan internet yang digunakan untuk
proses pelaporan secara e-Filing dimana e-mail tersebut akan menerima

beberapa notifikasi dari e-Filing.

. Kode verifikasi

Kode verifikasi adalah sekumpulan angkadar/ atau huruf yang digenerate oleh
sistem Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk keamanan dalam
proses e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnyadisingkat NTPN adalah
nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui
Modul Penerimaan Negara (MPN). (contoh Terlampir di Lampiran 24 halaman
125)

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah inforrmasi yang meliputi nama,
NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera
padahasil cetakan bukti penerimaan dalam hal e-Filing yang dilakukan melalui
website Direktorat Jenderal Pajak. (Contoh Terlampir di Lampiran 26 halaman
127)
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Hal yang Harus Diperhatikan Setelah Proses e-filing

a Bukti Transaksi e-filing

1) Wajib pajak akan menerima bukti penerimaan secara elektronik dari

Direktorat Jenderal Pajak yang dibubuhkan di bagian bawah induk SPT;

2) Bukti penerimaan secara elektronik ini berisi informasi yang meliputi

NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE), Nomor
transaksi Pengiriman ASP (NTPA), dan kode ASP.

b. Masa Pemberlakuan e-Filing

1)

2)

Penyampaian SPT secara e-filing dapat dilakukan selama 24 jam sehari dan
7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia Bagian Barat (WIB);

SPT yang disampaikan secara e-filing pada akhir waktu penyampaian SPT
yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu;

c. Penyempurnaan e-filing

1)

2)

3)

4)

Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 47/PJ2008,
Wajib Pajak pengguna e-filing tidak perlu lagi menyampaikan hardcopy
SPT dan SSP lembar ke 3 (tiga) bilatelah memenuhi ketentuan;

Wajib pajak wajib menyampaikan lampiran dokumen lainnya yang wajib
dilampirkan ke Kantor Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, secara langsung
atau melalui pos secara tercatat dengan pengantar lampiran dari PER
47/PJ2008, paling lama 14 hari sejak batas terakhir pelporan SPT jika SPT
disampaikan sebelum batas akhir penyampaian, dan 14 hari sejak tanggal
penyampaian SPT secara e-filing jika SPT disampaikan setelah batas akhir
penyampaian;

SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan
tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan secara ekektronik,
sepanjang wajib pajak telah memenuhi kewajibannya;

Bila kewajiban menyampaikan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan
dikirimkan melalui pos tercatat, maka tanggal penerimaan induk SPT
beserta lampirannya adalah tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman

surat;
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5) Jikawajib pajak tidak menyampaikan induk SPT besertalampirannyadalam
jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak dianggap tidak
menyampaikan SPT.

2.6 E-Form
2.6.1 Pengertian

E-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan exstensi
Xfdl yang pengisiannyadapat dilakukan secara offline menggunakan Aplikasi Form
Viewer yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat
secara offline, wajib pajak bisa langsung meng-upload SPT-nya secara online via
Aplikas Form Viewer.

2.6.2 Dasar Hukum

a. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 03/PJ2015 yang kemudian diperbarui
dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ2017 tentang Penyampaian
Surat Pemberitahuan Elektronik.

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat
Pemberitahuan.

c. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ2017 tentang
perubahan keempat atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
34/PJ2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta
Petunjuk Pengisiannya.

d. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ2016 tentang Tata Cara
Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

2.6.3 JenisFormulir SPT yang dapat Digunakan dalam e-form yaitu:
a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S
Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ2016, SPT
Tahunan OP 1770 S yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak
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Orang Pribadi yang mempunyal penghasilan selain dari usaha dan/atau
pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00
(enam puluh juta rupiah) setahun. (Contoh Terlampir di Lampiran 27)
SPT Tahunan Orang Pribadi 1770

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ2016, SPT
Tahunan OP 1770 yaitu SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu
atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau
bersifat final, dan/atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. (Contoh
Terlampir di Lampiran 19)
SPT Tahunan Badan Formulir 1771

2.6.4 Spesfikas Komputer Untuk Aplikas Form Viewer

Menurut www.pajak.go.id Sistem Requirements Aplikasi IBM Form Viewer

OSWindows yaitu :
a OSVersion : Windows 7 Pro or Later, Max Windows 10
b. Disk Space : 500MB
c. Memory : 2GB RAM
d. Processor : 3.00 GHz Dual-Core Processor

2.6.5 Prosedur Pengisian e-form

Adapun prosedur pengisian e-form menurut Konsultan Pajak (Retno, 2018)

secara umum, yaitu:

a

Siapkan dokumen pendukung, layanan e-Form saat ini telah tersedia untuk SPT
Tahunan PPh OP (1770) maupun Badan (1771);

Untuk membuka formulir, klik duakali padafile yang sudah diunduh;

Pada pengisian Daftar harta atau utang atau tanggungan keluarga atau bukti
potong:

1) Tambah data: klik pada tombol tambah;

2) Hapusdata : klik padatombol minus;

3) Editdata : Klik pada baris atau kolom data yang akan diubah.
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. Daftar harta dan bukti potong PPh yang dipotong atau dippungut oleh pihak
lain wajib diisi;
Baris atau kolom isian data yang berwarna merah wajib diisi;
Pada saat download, pastikan token telah dikirim ke e-mail yang terdaftar, jika
belum diterima token dapat diminta kembali dengan cara memilih tahun
pajak,jenis SPT, Kode Pembetulan dan memilih “hanya kirim token”;
. Syarat untuk memintatoken kembali adalah sudah pernah mengunduh formulir
SPT Elektronik dengan jenis SPT yang akan sama dan SPT tersebut belum
pernah dikirimkan;
. Tokentidak memiliki kadal uarsa,sepanjang token belum digunakan untuk jenis
Formulir SPT yang telah diunduh;
Token yang diminta untuk dikirimulang, memiliki nilai atau kode yang sama;
Kode pembetulan pada formulir yang telah diunduh dapat diubah sesuai
dengan kebutuhan, token tetap masih dapat digunakan, tidak perlu meminta
token kembali;
. Data prepopulated pada SPT Tahunan PPh OP 1770 dan 1770S hanya muncul
jika

1) Pelaporan SPT Tahun Pajak sebelumnya menggunakan e-form atau e-

filing;
2) Pelaporan SPT Tahun Pajak 2017 dengan kode pembetulan sebelumnya
(n-1) menggunakan e-form atau e-filing.

Data prepopulated untuk e-Form 1770 berupa, data wajib pajak, daftar harta,
daftar kewagjiban atau hutang, daftar susunan keluarga, daftar pemotongan atau
pemungutan pihak lain, dan daftar pemotongan PPh 21 Final;
. Data prepopulted untuk e-form 1771 hanya data wajib pajak (NPWP, Nama
WP, Jenis Usaha, dan KLU);
. Anda bisa meng-upload lampiran (pdf) bila ada:
1) SPT 1770 S(LB);
2) SPT 1770 (N atau Kb atau LB);
3) SPT 1771 (N atau KB atau LB).
. Untuk SPT dengan status kurang bayar wajib menginput NTPN.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokas dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.1.1Lokas Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek KerjaNyata dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Drs.
Agus Sambodo dan Rekan di J. Baiduri Pandan No. 11 Malang pada bagian
Konsultan Pajak.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor
0605/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 sampai
dengan tanggal 06 April 2018 di Kantor Konsultan Pgjak Drs. Agus Sambodo dan
Rekan.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyataini dilakukan sesuai dengan jam kerja
di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan Rekan yaitu:

Tabd 3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Praktek Kerja Nyata di Kantor Konsultan Pajak
Drs. Agus Sambodo dan Rekan

Hari Kerja Jam Kerja I stirahat

Senin g/d Kamis 08.00 - 16.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 08.00 - 16.00 WIB 11.30- 13.00 WIB
Sabtu 08.00 - 14.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Minggu Libur Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
3.2.1 Ruang Lingkup K egiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di KKP Agus Sambodo dan rekan
terdapat 4 (empat) perusahaan dalam satu tempat, antara lain PT.Cipta Sarana
Cendekia (Professional Education Development Partner), CV. Cipta Jasatama
(Training & Education Center), KKP Agus Sambodo dan rekan (Registered Tax
Consultants), dan KAP Drs. Abdul Ghonie Abubakar dan rekan (Registered Public
Accountants). Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas
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Akhir oleh penulis dengan judul “ Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form (1770S
dan 1770) melalui e-filing Pada Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan
Rekan”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada
Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan rekan. Berikut beberapa kegiatan
yang berkaitan dengan judul tersebut, diantaranya: Mengaudit laporan keuangan
klien, Merekap dan mengarsip data-data keuangan klien terkait pajak yang akan
dihitung dan ditentukan, Mengentri data keuangan klien ke dalam komputer, dan
melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan e-form
melalui e-filing dimana hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir
Penulis dan Menghitung besarnya Pagjak Penghasilan (Orang Pribadi) yang akan
disetor.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja
Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan
beberapa kegiatan yang ada di Kantor Konsultan Pajak Drs. Agus Sambodo dan
Rekan yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini:
Tabel 3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Waktu

No K egiatan Has| Kegiatan
Pelaksanaan

(@ (b) (©) (d)

1. Senin,26 a. Perkenalan a. Dapat berkenalan
Februari 2018 b. Belgjar memahami  dengan seluruh
Penanggung kegiatan apa saja yang  karyawan KKP Agus
jawab : Nanda berada KKP Agus  Sambodo dan rekan
Putri  Aprilianti Sambodo dan rekan b. Dapat mengetahui
dan Kartika Ayu kegiatan apa sajayang
Rahmadani berada KKP Agus

Sambodo dan rekan
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(@

(b)

(©)

(d)

menggunakan e-filing

2. Selasa, 27 a. Mengaudit Laporan a Dapat mengetahui
Februari 2018 Keuangan PT. XXX presedur dan cara
Penanggung b. Pelatihan Perpajakan menyusun laporan
jawab: Drs Agus Brevet A, B, & C tentang keuangan
Sambodo Tax Flow dan KUP perusahaan
SE.,MSA.,BKP b. Dapa  memahami

. perpajakan terkait
dan Nanda Putr Tax Flow dan KUP
Aprilianti

3. Rabu,28 a. Merekap bukti potongPPh  a. Dapat mengetahui
Februari 2018 Pasal 23 atas PT XXX penghasilan  yang
Penanggung b. Pelatihan Perpajakan dipotong PPh Pasal
Jawab: Drs. Brevet A, B, & C tentang 23
Sugiarto KUP b. Dapat memahami
M.Pd.,BKP dan perpajakan terkait
Kartika Ayu KUP
Rahmadani

4. Kamis, 01 Maret a. Merekap bukti potong PPh a. Dapat mengetahui
2018 Pasal 22 atas PT XXX penghasilan  yang
Penanggung b. Pelatihan Perpajakan dipotong PPh Pasal
Jawab: Nanda Brevet AB & C tentang 22
Putri  Aprilianti PPh 21 & 26 b. Dapat memahami
dan Kartika Ayu perpajakan terkait
Rahmadani PPh Pasal 21 & 26

b5} Jum’at,02 Maret Menghitung PPh 21 atas Dapat mengerti
2018 gaji pegawai PT XXX bagaimana
Penanggung menghitung  PPh
Jawab: Kartika Pasal 21  aas
Ayu Rahmadani Pegawai

Perusahaan

6. Sabtu, 03 Maret a. Menginput data keuangan a. Dapat mengetahui
2018 kas kecil Universitas pengeluaran terkait
Penanggung XXX kas kecil
Jawab: Retho b. Sharing pelaporan Pajak Universitas XXX

atau SPT  Tahunan b. Dapat mengetahui

tentang e-filing
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(@

(b)

(©)

(d)

Ayu Rahmadani

7. Senin, 05 Maret a. Melaporkan SPT Tahunan Dapat mengetahui
2018 Pegawal atas PT.XXX tata cara pelaporan
Penanggung melalui e-filing. SPT tahunan
jawab: Retno b. Pelatihan Perpajakan menggunakan e
dan Tim Brevet A, B, & C tentang filing
Instruktur workshop . Dapat mema}harm

dan mengerjakan
apa yang dibahas
dalam wor kshop

8. Selasa, 06 Maret a. Melaporkan SPT Tahunan Dapat mengetahui
2018 Pegawal atas PT.XXX tata cara pelaporan
Penanggung melalui e-filing. SPT Tahunan
Jawab: Retno b. Pelatihan Perpajakan menggunakan e
dan Tim Brevet A, B, & C tentang filing
Instruktur workshop . Dapat memahami

dan  mengerjakan
apa yang di bahas
dalam wor kshop

0. Rabu, 07 Maret a. Melaporkan SPT Tahunan Dapat mengetahui
2018 Pegawai atas PT.XXX tata cara pelaporan
Penanggung melalui e-filing. SPT Tahunan
Jawab: Retno, b. Mengaudit Laporan menggunakan e
Kartika Ayu Penyusutan Aset Tetap filing
Rahmadani dan PT. Kadiri Putradan CV. . Dapat Memahami
Tim Instruktur Tulungagung Jaya Penghitungan

c. Pelatihan Perpajakan Penyusutan ~ Aset
Brevet A\B & C tentang Tetap
wor kshop Dapat memahami
dan mengerjakan
apa yang dibahas
dalam wor kshop

10. Kamis, 08 Maret a Menginput data Tax Dapat memahami
2018 Amnesty PT. XXX tentang Tax
Penanggung b. Pelatihan Perpajakan Amnesty
mJawab: Kartika Brevet AB & C tentang b. Dapat memahami
Ayu Rahmadani wor kshop dan  mengerjakan

apa yang dibahas
dalam wor kshop

11.  Jumat, 09 Maret Menginput data Aset Dapat mengetahui
2018 Tetap PT. XXX tentang aset Tetap
Penanggung
Jawab: Kartika
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(@

(b)

(©)

(d)

12. Sabtu, 10 Maret a  Sharing-sharing a. Dapat mengetahui
2018 pelaporan SPT Tahunan Pelaporan SPT
Penanggung menggunakan e-Form Tahunan
jawab: Retno b. Melaporkan SPT menggunakan e
dan Kartika Ayu Tahunan orang Pribadi Form
Rahmadani menggunakan e-Form b. Dapat mengetahui

prosedur pelaporan
SPT Tahunan
menggunakan e
form

13.  Senin, 12 Maret a Melaporkan SPT a Dapat mengetahui
2018 Tahunan orang Pribadi prosedur pelaporan
Penanggung menggunakan  e-Form SPT Tahunan
Jawab: Kartika melalui e-filing. menggunakan e
Ayu Rahmadani b. Pelatihan Perpajakan form

Brevet A, B, & Ctentang b. Dapat memahami

SPT PPh Akhir Tahun perhitungan dan

(1770) pengisian SPT PPh
Akhir Tahun Orang
Pribadi

14. Selasa, 13 Maret a. Melaporkan SPT a Dapat mengetahui
2018 Tahunan orang Pribadi prosedur pelaporan
Penanggung menggunakan e-Form. SPT Tahunan
Jawab: Kartika b. Membuat eSPT aas menggunakan e
Ayu Rahmadani Orang Pribadi form

c. Pelatihan Perpgjakan b. Dapat mengetahui
Brevet A, B, & Ctentang caramembuat e-SPT
SPT PPh Akhir Tahun atas orang pribadi
Badan (1771) c. Dapat memahami

perhitungan dan
pengisian SPT PPh
Akhir Tahun Badan

15. Rabu, 14Maret a Membuat eSPT aas a Dapat mengetahui
2018 Orang Pribadi caramembuat e-SPT
Penanggung b. Melaporkan SPT atas orang pribadi
Jawab: Kartika Tahunan orang Pribadi b. Dapat mengetahui
Ayu Rahmadani menggunakan e-Form prosedur pelaporan

c. Pelatihan Perpgjakan SPT Tahunan

Brevet A, B, & C
tentang SPT PPh Akhir
Tahun Badan (1771)

menggunakan e
form

Dapat memahami
perhitungan dan
pengisian SPT PPh
Akhir Tahun Badan

o
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(@

(b)

(©)

(d)

16. Kamis, 15 Maret a Melaporkan SPT Dapat mengetahui
2018 Tahunan orang Pribadi prosedur pelaporan
Penanggung menggunakan e-Form SPT Tahunan
Jawab: Nanda b. Merekap dataPPh 23 atas menggunakan e
Putri Aprilianti P. XXX form

c. Pelatihan Perpgakan b. Dapat  memahami
Brevet A, B, & Ctentang penghitungan PPh
e-SPT Masa 21 23 dalam

perusahaan

Dapat mengerti
bagaimana
pengisian SPT masa
21 secara eletronik

17. Jumat, 16 Maret a Melaporkan SPT Dapat mengetahui
2018 Tahunan orang pribadi prosedur pelaporan
Penanggung menggunakan e-form SPT Tahunan
jawab: Nanda b. Melaporkan SPT Tahuan menggunakan e
Putri dan orang pribadi form

. menggunakan e-form . Dapat mengetahui
Kartikaghl Membuat eSPT orang bagaimana cara
Pribadi atas klien pengisian SPT OP

secara elektronik

18. Senin, 19 Maret a Melaporkan SPT Dapat mengetahui
2018 Tahunan Pegawai atas pelaporan SPT
Penanggung PT. XXX melalui e-filing. Tahunan
Jawab: Retno b. Pelatihan Perpajakan menggunakan e
dan Kartika Ayu Brevet A, B, & C tentang filing atas pegawai
Rahmadani e-faktur PT XXX

. Dapat mengetahui
caramembuat faktur
pajak secara
elektronik

19. Selasa, 20 Maret a. Membuat eSPT aas Dapat mengetahui
2018 Klien cara membuat SPT
Penanggung b. Merekap Laporan secara elektronik
Jawab: Nanda Keuangan atas klien b. Dapat mengetahui
Putri  Aprilianti PT. XXX susunan laporan
dan Kartika Ayu c. Pelatihan Perpajakan keuangan
Rahmadani Brevet A,B & C tentang perusahaan

e-faktur

Dapat mengetahui
cara membuat faktur
pajak secara
elektronik
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(@

(b)

(©)

(d)

20. Rabu, 21 Maret Menginput Daftar Harta Dapat mengetahui
2018 pada e-SPT atasklien cara membuat SPT
Penanggung . Pelatihan Perpajakan secara elektronik
Jawab: Nanda Brevet A,B & C Tentang Dapat mengetahui
Putri dan Azizah e-SPT orang pribadi cara membuat SPT

orang pribadi
secara elektronik

21. Kamis, 22 Maret Merekap data Laporan . Dapat memahami
2018 Tax Amnesty CV. XXX tentang Tax
Penanggung . Pelatihan Perpajakan Amnesty
Jawab: Drs Brevet A,B & C Tentang . Dapat mengetahui
Sugiharto,M.Pd. Jasa Kontruksi tentang perpajakan
,BKP dan atas Jasa Kontruksi
Kartika Ayu
Rahmadani

22.  Jumat, 23 Maret Menghitung, Mengarsip Dapat mengerti
2018 dan Membuat SPT PPh bagaimana
Penanggung Pasal 21 atas Komisaris menghitung  dan
Jawab: Dewi (clien) melaporkan  SPT
Ernawati, SE . Merekap data Laporan PPh Pasal 21 atas
dan Retno Tax Amnesty CV. XXX Komisaris

. Dapat memahami
tentang Tax
Amnesty

23. Sabtu, 24 Maret Mengaudit Laporan Dapat mengetahui
2018 Keuangan CV. XXX presedur dan cara
Penanggung . Merekap bukti potong menyusun laporan
Jawab: Nanda PPh Pasal 23 keuangan
Putri Aprilianti perusahaan
dan Retno . Dapat mengetahui

penghasilan  yang
dipotong PPh Pasal
23

24. Senin, 26 Maret Merekap Data Rekening Dapat memahami
2018 Koran Kopkar Mapan dan mengerti PPh
Penanggung Sejahtera PT. XXX mulai yang dipotong atas
Jawab: Azizah Januari §/d Desember rekening koran di
dan Drs. 2017 bank
Sugiharto, . Pelatihan Perpajakan . Dapat mengetahui
M,Pd.,BKP Brevet A, B, & C tentang tentang perpajakan

Jasa Kontruksi

atas Jasa Kontruksi




42

(@

(b)

(©)

(d)

25. Selasa, 27 Maret Merekap data Buku Dapat mengetahui
2018 Besar atas KSU XXX caramembuat Buku
Penanggung . Pelatihan Perpajakan Besar
Jawab: Nanda Brevet A,B & C Tentang . Dapat mengetahui
Putri dan Tax Planning manajemen
DrsAli Irfan, perpajakan
MSA. Ak.,CA., kedepannya
BKP

26. Rabu, 28 Maret Mengoreksi ulang Dapat melatih
2018 Laporan Keuangan atas ketelitian ~ dalam
Penanggung PT. XXX mengerjakan suatu
Jawab: Kartika . Pelatihan Perpajakan pekerjaan
Ayu Rahmadani Brevet A,B & C Tentang . Dapat mengetahui
dan DrsAli Tax Planning tentang manajemen
[rfan, perpajakan
MSA. Ak.,CA., kedepannya
BKP

27. Kamis, 29 Maret Mengoreksi ulang Dapat melatih
2018 Laporan Keuangan atas ketelitian ~ dalam
Penanggung PT. XXX mengerjakan suatu
Jawab: Dewi Pelatihan  Perpajakan pekerjaan
Ernawati, SE Brevt AB & C . Dapat mengetahui
dan DrsAli Tentang Pembahasan materi-materi
[rfan, soal-soal USKP tentang USKP dan
MSA. Ak.,CA., strategi cara
BKP mengerjakannya

28. Sabtu, 31 Maret Diskusi Mengenai Dapat mengetahui
2018 Tugas Akhir tambahan -
Penanggung Merekap data Faktur tambahan  materi
Jawab: Nanda Pajak PT. XXX untuk Tugas Akhir
Putri Aprilianti . Dapat memahami
dan Kartika tentang Faktur
Putri Aprilianti Pajak

29. Senin, 2 April Merekap Data SPT PPh Dapat memahami
2018 pasal 4 ayat 2 PT.XXX dan mengerti
Penanggung tentang pajak PPh
Jawab: Kartika Pasal 4 ayat 2 pada

Ayu Rahmadani

perusahaan
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(@

(b)

(©)

(d)

30. Selasa, 3 April Mengaudit Laporan Dapat mengetahui
2018 Keuangan PT. XXX presedur dan cara
Penanggung menyusun laporan
Jawab: Kartika keuangan
Ayu Rahmadani perusahaan

31. Rabu, 4 April Sharing-sharing tentang Dapat mengetahui
2018 peraturan terbaru peraturan-peraturan
Penanggung Perpajakan perpajakan terbaru
Jawab: Drs. dan perbandingan
Sugiharto,M.Pd. dengan peraturan
,BKP lama

32. Kamis, 5 April Sharing-sharing Dapat mengetahui
2018 perpajakan tentang dan lebih mengenal
Penanggung Tranfer Pricing tentang apa itu
Jawab: Drs.Ali Tranfer Pricing
Irfan,MSA.,Ak.,

CA.,BKP

33.  Jumat, 6 April Closing Ceremony dan
2018 Berpamitan kepada
Penanggung semua saff  Kantor
Jawab: Drs Konsultan Pajak Agus
Agus Sambodo, Sambodo dan Rekan
SH.,MSA.,.BKP
dan Dwi
Hariyani

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini
yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi
yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data

kualitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa studi kasus secara langsung
terhadap Wajib Pajak. Data kuantitatif adalah datainformasi yang berupa simbol

angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa bukti

potong pajak dan/atau pencatatan peredaran bruto yang akan dinyatakan dalam

bentuk numerical serta diolah secara elektronik.
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3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam Pelaksanaan Prakek KerjaNyataini adalah sebagai

berikut:

a DataPrimer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak pada
Konsultan. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pelaporan SPT
Tahunan seperti Bukti Potong dan/atau pencatatan peredaran Bruto Wajib
Pajak.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan
yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel,internet,

jurnal, dan lain-lain.

3.4 M etode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja

Nyata ini adalah:

a Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,
internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan
laporan Praktek Kerja Nyata ini.

b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyediakan
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku,
Undang-Undang dan sebagainya. (Supomo,2014:136). Jenis Dokumen yang
digunakan penulis yang pertama yaitu Bukti Potong wajib pajak bidan yang
memiliki pekerjaan tetap di sebuah Puskesmas dan yang kedua yaitu Bukti
Potong seorang wajib pajak Dokter (PNS) yang sudah pensiun namun tetap
menjalankan pekerjaan bebas (Praktek Dokter), hal ini dikarenakan perijinan
saat pengambilan data.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Konsultan Pajak
Agus Sambodo dan Rekan tentang Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form
(1770S dan 1770) melalui e-filing , dapat ditarik kesimpulan bahwa
a. Pengisian e-formdilakukan secara offline sehinggalayanan ini sangat mudah dan
efisien dalam penggunaannya. Pengisian e-form sendiri jugadiperlukan Aplikasi
Pendukung seperti Aplikas Form Viewer yang dapat diunduh di website DJP.
b. Setelah Dokumen Formulir e-Form (1770S dan 1770) disubmit (dilaporkan)
makawajib pajak akan menerimanotifikasi berupa Bukti Penerimaan Elektronik
(BPE) pada e-mail yang telah didaftarkan untuk proses pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) menggunakan e-form.
5.2 Saran
Berdasarkan Pembahasan mengenai Prosedur Pengisian dan Pelaporan e-form
(1770S dan 1770) melalui e-filing maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
Direktorat Jenderal Pajak supaya lebih meningkatkan kualitas aplikasi e-form
dalam pengisian SPT 1770 khususnya lampiran |11 bagian A agar pengisian pajak
terutangnyaterisi secaraotomatis, untuk layanan e-formini agar dilengkapi dengan
petunjuk pengisian, sehingga diharapkan wajib pajak yang ingin menggunakan

layanan e-form sudah terbiasa dalam mengisi SPT e-form nya.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang




Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 2. Surat Permohonan |ljin Tempat Magang




Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG!, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS [LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jabay Kabrsartan 17 « Kaopes Deass Toge oto
Telp 4023 1) FRESMG - 301 42, Fax F3130) IS0 by 69121
Lol Do s s o

SURAT TUGAS
Nomer - 0605 /UN25.1,2/5P (2018

Berdasarkan surat darl Managing Partner Dre. Agux Sambodo & Rekan Registered Tax
Conswltants nomer 0027/AS/N/2018 tanggal 12 Pebruari 2018 perihal Balissn
permohonan Praktek Kerja Nyats (Magang). maka dengan inl Dekan Fakultas llmu Sosial

don llma Politik Universitas |ember menugaskan kepada mxhasiswa yang namanya
tercantum di bawah ini

No NAMA T NIM Program Stad| ;
1| Adi Praiana Rabmatulish Zain 150903101032 | Diploma [l Perpajakan |
2| Aisyuh Ghatra Haglga 150903101034 |  Diploms (Il Perpajakan
3 | Ahmad Syait 150903101015 |  Diploma Il Perpajakan

4 | Albas Dwi Rachmano 150903101002 |  Diploma (Il Perpajakan
5. | Bayw Rizki Pratama 150903101048 | Diploma [l Perpaaian

"6 | Neli Novia Andriani 150903101019 | Diploma [l Porpajakan |
7. | Sonya Nurcatya Paramita | 150903101018 | Diploma [l Perpajakan |

Untuke melaksanakan kegtatan magang Of Drs. Agus Sambode & Bekan Registered Tax
Conswitants mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 06 April 2016

Demikian surat tugas Ind untuk dilaksanakan dengsn sebaik-batknya,

Jember, 14 Pebruari 2018

Disarepaban Kesole

L Managing Farmeet Drs Agus Sacrboco A Sekan Fopwered Tax Consemans
2 Kaprrod) Diplowss 111 Perpejakan

M yotg Der
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Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai M elaksanakan Praktek Kerja Nyata

URAT
No.0049/AS/111/2018

Yang bertanda tangan di bewsh ini, Managing Partner Kantor Koasultan
Pajak Drs. Agus Sambodo & Rekan menerangkan bahwa:

No. Nama NIM Program Stedi
1 | Adi Pradana RZ. 150903101032 | Diploma 11l Perpsjskan
2 | Ahmad Syait 150903101015 | Diploma I11 Perpajakan
3 | Albas Dwi Rachmano 150903101002 | Diploma I11 Perpagakan
4 | Bayu Rizki Prtama 150903101048 111 Perpajakan
5 | Neli Novia A. 150903101019 111 Perpajakan
6 Nurcahys Parumita 150903101018 | Diplomu 111 Perpajakan |
7 | Alsyah Ghatra Hagice 150903101034 | Diplomu 111 Perpajakan

Menyatakan dengan sebenamya, bahwa yang bersanghkutan telah menyelesaikan
kegistan kerja praktek di Kantor Koasultan Pajak Drs. Ages Sambodo &
Rekan pada tanggal 26 Februari - 06 April 2018.

peraturan perusahaan dun melaksanakan 1gasays dengan haik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya,

Ji. Balduri Pandan No, 11

W Dpseger . 104 Farownn

+62341 - 552851 (Hunting) Fax. +62341 - 574547
. PKPRI Kota Madiun, +5287755874601

Websitis * wawvwe ciota-rsatamacom  E-oall : Optagsstanuvahoo coxd
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN IEMU POLITIK
11 Kaltwwsstan 37 < Kanpen awy Togabosn Telp 01371) 334586« 711342
P (031 TS84 Mowdor 65171 Lonn! . Sxpstonibon ot

SURAT TUGAS
Nomor | 0608/UNZ5.1.2/5P/2018

Dukan Fakultas Nma Sostal dan Tma Podiok Unbversitas jember memugaskan kepada -

Nama i Aryo Prakose, SE., MSA Ak
NIP : 19R710232014041001
Jabatan + Asisten Ahli

Pasghat , goleagan  : Penata Muda T, (i /b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Stodi Diploma Tiga Perpajalean Fakultas llmu Sosial
dan Mmu Palitik Universitas Jember di Kantor Des. Agus Sambodo & Rekan Registered Tas
Consultants, terhitung mulal tanggal 26 Pebruari 2018 s4d. 06 April 2018, Adapun nama

[No  — Nama CNIM Program Studi
3 5~“m Novis Andriani 150903101019 Diploena II Perpajakan
2. "s".'.‘?f!_",'l"l!’_’?f!""“’ 150903101018 Diploma 111 Perpajakan

Bemikian surat tugas inl untuk diaksanskan dengan sebaik-baikaya.

|ember, 14 Pebruan 2018

/)

0 M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Temdusan :

1. Dk FISIP UNE] {sehigat Lapoess)

L Kotw Progyrass Studi DI Prepspakean P ing
3 Kasubag Akademik FISIF UNE]
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIN RISET, TERNOLOGL ODAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
T0 it - ompn Togaiions fofn (10015 X040M0, £33.502 Py (001 15T00 Smmbe 61 10
e, Istpaun et Tia UL 12T

NILATHASIL PRAKTEK KERJA NYATA
FROGRAM STUDI DIFLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

NILAL
~ N
N O] DIKATOI”NEIAN ANG WURUF
1| Perguesann Maten Tugns L&)
"
2 | Kemaooypasan / K erjasams l 5 1
™ | & {
¢ | Displin )
NILAFRATA - RATA
Identitas Mahasiswa yaeg disdlel
Nam s AANE R R
NIV R decin Aot 4

Program Studi - Diplesna 11§ Perpajakan

Yuc“&':l T)m [:mvﬁ

N
Juhatam
Instes:

Thun 1'8_

;.HOO.U"‘%
4
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR MAHASISWA
UNIVERSITAS JEMBER

PRAKTER KERJA NYATA

KANTOR KONSULTAN PAJAK DHS. AGUS SAMBODO, S5, MSA., BKP DAN REKAN

NAMA : Neli Novia. A
NIMPRODI : 150900101019D3 Perpajskan
BULAN = 26 Febuant 3/d 06 Apnil
TAHUN 2018
Tasda Tangan
No Tasggal e s Keternngan
i T s = 7 Frclir
2 PSTTT T8 | il | Mads
j 000N | ‘W/
1 o1m32018 " R 4
5 w0 SR
ry i
7 B8 -
¥ RGO | [}
§ GTA/2018 -
n MAB20IE LA 5
n (NG 1 %
[H] 180AE01 B 77X « =
0 o By | P
" 2018 4 14.,@ : 4
is T T R T Sy Ly v S
03 SmaniE v S ot T
17 16031 E y A 37 ’
3 190372018 AR !
] 209072018 o...ﬁg 4 9.
30 AUN20TE SR 7
7 A S
2 Jnane D
5 S0 . : % '
7Y eI | .
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2=
26 | Jmeaneis |
3| i 3
S
9 3
30 %
3 040872018 =Y
L_ﬁ_ i3
13 CO20TE

95



Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing

REMENTERIAN RISET, TEKNILOG), DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LKA I g Jigrtts Toip (00000 103088 STIMZ Von (400 ) LE6558 hasher 68121

SURAT TUGAS
Nomer 0638/UN251.2/5P/2018

Berfasarkan Rellomesdasl Komisi Bimbingan Tugas Akhle Srogram Studi D11 Perpajalan
Fakultas limu Soslal Dan thnu Pokti Usiversitas [omber, maks Dekas Fakuitas Hmu Sostal
Dan limn Politde Unlversites Jomber menugsabus nama tessebng Sibwwal Inl;

No NAMA || | I EAKARS IABATAN | KETERANGAN |
1 [ Aryo Prakosn SEMSAAK Pusats Mods Tinglar | | Asistan ory
[ NP eIy | ihih Ahli

Untule mamrhimbing agovan Basil praéib berts nyats mahastows .

Nama 1 Nel Novias Aodraan

NiM { 150903101929

Program Stdl D Perpssakan

Judul * Prasador Pengisisan dan Pelapocan E-Faem (17790 dan 177065) Malslud B-Tilling

padn Kingoe KEP D Agus Sambado don Hekan
Dymildsn untuk mendapat pertatian dar dilisunskss dengan sebasc-batknys.
Ditetapiean 45 fembes

Pada Tanggal 1 15 Febeuari 2010
.

e, "
NI toxgtmm
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Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja

Nyata

KEMENTIMIAN RISE T, TERNOUOGL DAN FESTTIRAN (i8¢l
UNIVERSITAS JEMEFR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

O Namrme smme Dot bt Lidg 4001 B S YR B L TR LR L L ]
fomas Olamusafalio Mmoot Loy V1) 5T
DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN \

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL FRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIFLOMA [11 PERPAJAKAN « FISIP UNE]

ssssITITIEY e

Naeu L el Novia Androus
NIM : IS00Riarare
Janisan : Bu Adwmanisiram

Progsmen Stocdh ; Diphomn 11 P erpazakom
Aoz Asgl : Dan Kegan RT 00 RW 06 Purwasbusjo Kes Puewedsarys Kab, Bayuwesg)

Judal Laporan

Prosisdr Penginbaty don Felaporas o -koae (178 dan 1770 Medslul o filing padi Kamor
Roasultun Tajak Drs Agus sarihodo das Rebak

Doscn Pemburiving | Azyi PradimoSE M.S.AAK

| TANDA
NO | HARNTANGGAL M URAIAN KEGIATAN TANGAN
‘ | PEMBIMBING |
" I Menyerdihon Sorm T sy B
1 Sob-z-?m & OO | ACC ol o —
: o ESlenibinggans bty 1, 2 alun 2 J—
2 |Gawn, o5 mroeed 30T | N L Kol ; ::&:n:h:"Mﬁ 4 /a‘
' !
_ I, Revisitabl 2 dan 3 A
|
‘ 1. Kentsi D4 i ) "__,4,,,.-.
8 foenr: g Apess wel Lo E0 A0 | ) \ouvortian DAPES 1
(3 Rwter, # Apeve 2o [ 4 cowvm | 1 ADC UHAN PRN 7;! ==
Catatan ¢

< Lembaman b DISANWA e horsulash agar Jitweads lazggani Donen Pembimbaeg
«  [Whpmypetian di dosam map aninpe pods sl nendafiee Siding apoetan hasil FEN



Lampiran 10. Instruks Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001
Tentang Pengembangan Dan Pendayagunaan Telematika di

Indonesia
“’:‘O-.m“
BSTRUKS! PRESDON AEPUBLIK NDONESIA
NOMOR & TAMUN 2000
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN TELEMATIKA
01 NDOMESIA
PRESDEN REPUBLIK NDONESIA
Marmbang

»  Batran peaatrryn park g v peepetyly dae Sekrolon ek
Iolgbomuricanl, meda dan mlomalics (Telematia) secara global soan
) pak puda e POk A dan coars pursleng Doy

b (Metahuman Sertaga Aoghatan pang beriyietlas pads ook Asrruoaban
iy goepaman dalam peruiran ohees infomas,

0. Bahwe penombangen imu pengetaruan dan Telamatbn lersatut movupakan
pebuang yong haus dimardantian secam ophimal sebage madal daser Uik
mempenatiéan tangsa dan pembardayaan masyorakarl menul mksaTyn
peTargeran nasonal ypang berkesnantungan;

L Balrwn pepe ophmasie pertsersualue T e ik peanl
rasynnaiel chen selugsl whal pemersaty bangss, dpartuken komrtnen yang
Mol darl setund jaleran sparaiur pamarniah den phakpitak lay pongaune
Telemsarine wiouk melsisacohen, mamaniaaian, mengembangkan serta
mengamtl  Bnganangiah  Aobiskan smalegia  fofom peamangenan
Talemgan

d Sehwn sshubungen dengan haltwd Sersobut o alse dan dalee ranghs
pecgembangan pembenguran  Telemetios  Isdonesia, Spendeng  potu
mueegehisrcn b b Pk g Pargs gen dan Pordeyo
Telerraity & donesin
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® Paast 4 gym (V) Untorg-Undang Dosor 1845 sebogabmana telah Subah
durgnn Prntsdian Partn Vs TRES, dan Psrutatan Keoua Tahon 2000,

b Undengundang Nomor 38 Tetwn 2000 tentang Program Pembanguran
Nibonsd (L isbuarin Nagatn Tatve 2000 Nomee 200),

b Keputuson Presdes Nosor 30 Tarus 2000 tertiang Tier Koordnas Telernuses
Indonesa

Martes

Hepaha LemDaga Paervaristah Nom Daguriamen,

Fmpinan Kesolvetoratan Lerbage Temiegy den Tingyl Neges,
Pacgima Tretam Nasoral Indonesis

Kapaa Kepobeian Negary Repucék rdonesia;

daxan Agurrg Indorwys

Qubermur

Bupat/MWakuts

PN e N -

Melsksanabar et lewut pengesdanges  den persioymgorsmt  Tebematics
sorgen  bepadomsn  pada  Keraogha  Kebiphen Pengesbirgan  den
Pendagagirman Telemathn & INdonesa solagarmand tarcanmum didim Mg
i Prosden

Mermiasdlasi sipede masywebal uras ind sorn defam pengantangas dan
seestsynguraan Takemates:

Kegalan pengermbiangen da perdapsgartise Twmnatics sebagimans dmaksd
Aotam 34aum PERTAMA gan KEDUA, dlabaarnshan dengen beotrsiu dergan
T Mooechranl Telooadn In0cossn (THTI) yang oDertus dwngen Keguiuse
Srasden Nomor 8 Totun 2000

7 netukd Proskier 0l agw digssanasan dengon peouh Mafgguny raab don

malsporkan mdag shap kagaat celksanasnya kepads Frosiden
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Lampiran 11.Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER 01/PJ/2017 Tentang
Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER - 0§/P12087

TENTANG
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK.
Menlabang -

a, bahwa ketentuim mengesai penyampaian Surat Pemberitabuas Blekoonik telah diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomaor PER-OLPJ20]S tentang Penyampaiaa
Surt Peaderhnhuan Elekwonik:

b bahwa unmk  memberibas  bepastian  belem,  menioghighas  peliyanan,  dan
menyesuakan  Sistem adovinisiasi  perpagaban dengan  perkemlbusgan  eknologi
infoemasi dam komemiasi, perln dilakukan penggantinn atas Peraluras Dircktor
Jenderal Pujak Nomar PER-OYPLXILS tentng Penyvampaian Sweee Pemberitahuan
Elektroalk:

¢, bahwa Berdsarkan pemimbangss sebagamana dismksud pads horef @ dis b, serm
Gulam rimgia melaksanakan Ketentog Pasal 76 hurul ¢ Peralurpe Mestert Ko gan
Nomoe J4VPMEA32014 tentang Sural Pemberitshuan (SPT), perda memetapkan
penggimtion Peraturan Diektur Jeaderal Pajak Nomoe PERAZPLNIS tentang
Pesyampalas Surat Pemberitahuss Elekronik:

Mengingat :

1 Undang-Undang Noepor 6 Tabun 1983 wentang Ketentsan Umum Gan Tats Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Repablik Inddonessa Tahun 1983 Nomoe 49, Tambsban
Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomar 3262) sehagaimana telah beberapa kali
dinhah terakhr dengas Undung-Undang Nomec 16 Tabun M9 (Lemburan Negara
Repaoblik ladoscsta Tobun 2000 Nomoe 62, Tambahan Lesobaras Negarn Republik
Tndonesia Nowmos 4999);

t

Peogurn Pemerintah Nomoc 74 Tahun 2001 temsang Tata Cura Pelaksanaan Hak dan
Pemnenuhan Kewajiban Perpajokan ( Lembaran Negara Repuhlik Indoness Tabam 201 |
Nomee 162, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noenor S268 )

3 Peomuran Mentert Keussgan Nomoe 225 PMEK. 032014 1entasg Sane Pesoberiahuss
(SFTY,

MEMUTUSKAN.
Menclagpkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN ELEXTRONIK.
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Pasal 1
Dalim Peraturas Dirdkrur Jenderal s, yang dimaksud dengan:

1 Kamor Pelayanas Pugak vang selaguinys Siscbot KPP adislah Kiosor Pelayiunss Pagik
tempat Wagih Pajak serdafuar danfatan sempat Pesgesalin Kena Pigak GRekedi:,

2 Surat Pesnberitahuan yimg sclanjum ya discha SPT ndalah sural yang oleh Wajib Pajak

digunakun untuk melapockis penghitssgan dis'atau pembayaran pajak, objek pajak

dan‘atos bukan obyek pajuk, das'sau har dan Kewajiban sesust dengun kesesesun
peraturie perindasg-undangan perpajakan,

Surat Perberitahuan Tahunan yong seluogiuinys disebot SPT Tabunun adadah Sural

Pemberitahuan sk suata Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

4. Surat Pembergabsin Masa yang selanjutsya discber SPT Masa adalah Surat
Pemnberitatinas weeok suscs Masa Pajul

S SPT Elekuanik afalah STT yang disiupaikan dadant bentuk dokumen elekionik,

6 SPT Tubesan Elckuronik adalah SPT Tubwman Pajak Penghasifan yung disampaian
dalam heswk dokwmen clekronik. baik besupa SPT Normal maupun SPT Pembetalan.

7. SPT Masa Elckmonik adalah SPT Masa Pajok Peagbasilan dan SPT Masa Pajak
Pertambahan Nulad yusg disampalikas dalun bessuk dokumen elekiroaik, baik berupa
SPT Normal maspes SPT Panbelan,

£ Aplikasi SPT Elcksronik adalah poranghat kesik yasg dapat Ggvenikim wsiok membl
SPT Elektronik bak yang disediakas oleh Direksorat Jenderal Pajuk maspes penyedia
layanan SPT Elektromik,

9. e-FIN nfalah mooooe (destitas yang deerhitkan olel Durektoras Jendernd Pajak kepata
Wil Pajak yang melakukas sransaksi elekronik dengan Direknorar Jendernl Pajak.

10 Tands Tangan Elekironik adalah tamfs Gemgan iy tercin atas imformasi ekekirenik
yung dilekatkan, torasosiasi asu terkait desgan informasi elekzronik lisayva yang

] un sebagm alat venf&asi dan stentikasi,

11 Kode Verifikid ndalah sekumpulan asghu mas boruf stau bosobinest msgha dan hurul
yang dilisilkan oleh sstem infoemsasi Direknoen Jenderal Pajgah itan Gari perasghan
sang ditentmkas oleh Direhiocat Jenderal Pajak yung dgunakan sstuk Keamasan dalam
peoses peayampaize SPT Elektronik.

12 Notifkasi adalah pemberitabwsan kepada Wajih Pajak mengeoai status SPT Elcktronik
yung disampaikas melalul salerm ertentu.

13 Sentififar Elekurosik (Digital Certificane s aalah sertifikat yang bersifit elekmonik yang
el Tanda Tangan Elekuonik dan idosings yasg menunpekan stalus sobvick
bakomn para pihak dilam trmsakss elektronik yang dikelwarkan oleh Direknorat Jenderal
Pajak st penyclengzana sertifikasi elektronik.

14, Pemyulur SPT Elekuooik adalah pibak yang deunjuk ofel Direkiur Jenderal Papk
wtuh menyalwkan SPT Bldktoad ke Dirckrorat Josderal Pajak melalui lamas
Pesyalur SPT Edekironik.

15 Saluran Ssara Digital adalah soeana penyampaian SPT Elektronik melalui interaksi
antara Wajib Pajak dengan sissem informast Direksorat Jeaderal Pajak menggunakan
seara Wajih Pujak dan‘acau nada 1ombol papas beecl (keypod) telepan yang digunakan
obeht Wagib Pajak.

16, Bukti Penerimans Elckironik addal informasi yang medipuli naos, Noenor Pokok
Waib Pajek. sanggsl, jam. dan Nomoe Tanda Terima Ekektronik yaag tersern poda hasil
cetakan bukti peserimian. datim hal pesyampaios SPT Elektronik dilakakan melalui
Lunan Direkiooe Jeaderal Papk, maw isformsd yang melipetl names, Nomor Pokok
Wigib Pagik, singgsd, jam, Nomoe Tands Terima Elekironik din Nomor Transaksi

=
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Dalien hiad SFT Exkouik vang disampaiban ofeh Wil Paji® merupaian SPT desgan stalus
Lehih Bayar dengan permobonim pengembalan kelebiban pembayaran pajok., jangka wakiu
penyelesalan penuobosan pengembalian dibatung sejak teggal SPI Elekinnis diterima
lenghkap,

Pasal 11
Tuta cura dom peosedur penysapaan SPT Elekrromik:

a0 secars bingsung melalui pos, alan perusidsies jasa chspafsikurir

b melalui laman Dircktons Jeaderal Pajak:

¢. melalui Pesvalur SPT Eleksonik;

& melalul jaringns komunikesl dast yosg cechubung khusus anten Direkiocas Senderal
Papsk dengan Wagih Pajak; dan

<. anclalui saluran lain yasg disctaphis oleh Direkiur Jemderal Pagak berups Formmlic SET
Digeal,

dilalanaian sesum dengan kesentean yasg sercanium dalam Laevgaran IV yang merapakan
Bagian idak torpisahham dari Peratorin Direkiur Josderal i,

Pasal 12
Pata saat berlakssya Perutssm Direkiur Jeadenl i, Peratucss Disektur Jenderal Pajak

Nomwr PER-OVPIZ01S sentang Penysmpaian Seent Pembertabucn Elekromik, dicabun dan
dinyatakim tidok berlaky

Pasal 13

Permtuean Direkive Jenderud inh msdai Berlako poda tasggal disetaphan

Ditctapkam & akarta

Pada anggal 23 Januan 2017
DIREXTUR JENDERAL PAJAK,
l

KEN DWUUGIASTEADI
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Lampiran 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PM K .03/2018 Tentang
Surat Pemberitahuan

MENTER! *EUANGAN
REPUBLIK NOONESIA

SALINANR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 /PMK.03/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 243/PMEK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN [3PT)

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. R, bahwa ketentuan mengenal Sumt Pemberitahuan (SPT)

telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuwangan
Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
{SPD);

bahwa untuk menyederhanakan administrast pengelolaan
Sural  Pemberitahuan (SPT)  untuk  mendukung
kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) dan
memberikan kepastian hukum dalam penerimaan Surat
Pemberitahuan {SPT), perlu  melakukan perubahan
ketentuan  mengenal  Surat  Pemberitahuan  (SPT)
sehagalimana dimaksud dalam huraf &,

bahwa  berdasarken  pertimbangan  scbagaimana
dimnksud dalam huruf a dan huruf b, semtn untuk
melaksanakan Ketentuan Prsal 3 svat [1a), ayat{ib),
ayst (2), ayat (Zc), ayat {4), ayat {5), ayat (6), ayar (8),

www jdib. kemenkeu.go ki



Mengingat

Menetapkan

Pasal 4 ayat 5], Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 7 avat {2)
hunuf h Undang-Undang Nomoe 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan
sechagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undeng  Nomor 16 Tahun 2009  lentang
Penetnpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tew Cara Perpajaksan
menjad] Undang-Undang, serta Pasal 5 ayat {4 dan
Pasal 6 ayat{7) Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tabun 2011 twentang Tata Cars Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhon  Kewsjibun Perpajakan, perlu menctapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kewangan Nomor 243 /PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

: Peraturan Mentern Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014

tentang Surat Pemberitahuan [SPT) (Besita Negara Republk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 243 /PMK.03/2014 TENTANG SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT).

Pasal |
Beberspa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMX.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
(Berita Negara Republik Indoniesia Tahun 2014 Nomor 1974),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 Pasal 1 dlubah schingga Pasal 1
berbunyi scbagai berikut:

www jdib kemenkeu.go J
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnys discbut
Undang-Undang KUP edalah Undang-Undang
Nomor & Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kall diubah terskhir dengan  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sclanjutnya
disebut  Undang-Undang PPh  adalah  Undang-
Undang Nomor 7  Tahun 1983  tentang
Pajak Penghasian schagalmana telah beberapa kall
diubahb terakhir dengan Undang-Undang
Noemor 36 Tahun 2008,

Undang-Undang Fajak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah
Undang-Undang Nommor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajek
Penjuslan atas Barung Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 20060,

Pajak Penghasilan yang sclanjutnys disingkat PPh
adalah Pajak Penghasilen sebageimana dimaksud
dalamn Undang-Undang FPh,

Pajak Pertambahan Nilal yang selanjutoys disingkat
PPN adalah Pejak Pertambshan Nidai sebagsimana
dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah yang
selanjutnya  disingkat PPnBM  adalah  Pajuk
Penjuslan  atas  Barang  Mewah  sebagaimana
dimaksud dalem Undang Undang PPN,

Wajib Pajak adalah orang pnbadi atau badan,
meliputi  pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut  pajak, yang mempunyai hak dan
kewnjibon perpajokcan sesuni dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan,

www jdib kemenkeu.god

¢
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8  Sumat Pemberitahuan yang selanjutnya  disingkat
SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk  melaporkan  penghitungan  dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesual
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajkan.

9.  SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajgk
atau Bagian Tahun Pajalk.

10, SPT Masa adalah SPT untuk suatu Mass Pajak,

11, Perusahaan jasa ekspedi® atau josa kurir adalah
perusahaan yang berbentuk badan hukum yang
memberikan juss peogiriman sursl jenis tertentu
termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal
Pajak.

12. Penelition dalam Penerimaan SPT yang selanjutnya
yang dilakukan untuk menilai  kelengkapan
pengiskan SPT dan lampiran-lampirannys.

Ketentuan ayat (1) Pasal 3 divbah, dan ditkmbahkan
1 (saws) ayat yakni ayat (J), schingga Pasal 3 berbunyi
sehagal berikut:

Pasal 3
1) 8PT mekpastic
& SPT Masa, yang terdiri atas:
1. SPT Masa PPh;

2. SPT Masa PPN; dan

3.  SPTMasa PPN hagl Peraungut PPN;

dan

b, SPT Tahunan PPh, yang terditi atas:

1. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahum
Pujak; dan

2. S8PT Tahunan PPh untuk Bagan Tahun
Pajak,

www jdih kemenkeu. gu&
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(2 SPT scbagnimana dimaksud pada avat |1) berben tuk:
0. dokumen elektronik; atau
b. formulir kertas (hardcogg)-

{4 Penyebutan Bagian Tahun Pajak  dalam SPT
Tahunan PPh  untuk  Baglan ‘Tahun Pajak
schagaimana dimaksud pada ayst {1) hurufl b
angka 2, berlaku ketentuan sebagai berkut:

a  mengnunakan tahun  kalender, dalam hal
Bagian Tahun Pajak meliputi 1 {satv) tahun
kalender;

b menggunakan tahun kadender vang di dalamnya
memuat jumlabh bulan yang lebih banyak,
dulam hal Bagian Tahun Pajuk meliputi 2 (dua}
tahun kalender yang berbeda; atau

c.  menggunakan tshun kalender pertama, dalam
hal Bagian Tahun Pagak meliputi 2 (dua) tabun
kalender dengan jumiah bulan yang sama pada
masing-masing tahun kalender.

3. Di anturs Puand 3 dan Pasal 4 dinisiplean 1 (satu) pasal
yakni Pasal 24, sehingga berbanyl sebagal berilour:

Pasal 3A
(1) ST Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam
bentuk dokumen elektronik wajid digunakan oleh
pemotong  pajak, sepanjang pemotong  pajak
dimaksud memenuhi kriteria sehagal berikut:

n  melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau
Pasal 26 terhadap pegawal tetap dan penerima
penstun ataw tunjangan harl tua/fjaminan harl
tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil
negara, anggota Tentara Nassonal
Indonesia fPolisi  Republik Indonesia, pejabat
negara dan pensiunannys yang jumlahnys lebih
darl 20 (dua puluh) omng dalam 1 (satu} Masa
Pajak;

4

www jdih kemenkeu go.ld
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Beserta Pentunjuk Pengisiannya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SATINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ROMOR PER-20/PJ/2017

TENTANG

PERUBAMAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KOMOR PER-34,RJ /2010 TENTANO HENTUK FORMULIR
SURAT PEMEBERITAHUAN TAHUNAN PAJAX PENQHASILAN
WAIR PAJAX ORANG PRINADI DAN WAJIB PAJAKX RADAN

Monimbang

Monglogst

Menstapkan

BESEKTA PETUNJUK PENGISIANNIYA
PIREKTUR JENDERAL PAJAK,

onhwa unruk mombenkan leemudahan, kepastion hukum,
don nealngkatkon pelayanan kepada Wajth Fajak omng
pribadi dalam medeporkan dan Fertunpgangg
seagivtunge: fumlad Pajuk Pooghasilan, purla mmmpkun
Peraturan  Direktur Jenderal Pajak tentang Perubaban
Xeempat otas Peraturan Direkitur Jendernl Pagak Nomar
PER-33/RI/2010  tentang  Bentuk Formadir  Surst
Pamberituhuen Tebhunan Pajuk Penghasilan Wajils  Pajek
Orong Privadi don Wajib Pajek Ssdan boscrta Potumjusk
Peagisianaiya;

Peratunian Menten Keuangun Nowor 243/PMEG3/2014
tentang Burat Pemberizalivan (SPT);

MEMUTUBKAN:

PERATURAN DIRERTUR JENDERAL PAJAK ‘TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PHERATURAN [XREKTUR
JENDERAL PAJAK NOMOR FER-34/PJ 2010 TENTANG
BENIUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJS PAJAK ORANG PMUEADI DAN
WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNSUX
PENGISIANNYA.

Pasal L

Beberapa ketsntuan dalam Peratwran Direktur Jenderol
Pogok Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Hentuk Forssulir
Surel Peisberiiabuun Tubuisn Pejuk Penglasilan Wajils
Pajex Crang Fribedl dan Wajlb Pajak Boadan Deseria
Petunjuk Pengisannys scbegaimana telah beberapa kall
diukah dengan Peruturan Birektur Jenderal Pajalc:

a. Nona PER-25/PJfA013;

b. Nomer PER-19/P12014; dan

c Nomee PER-36/PJ /2015,

dinbah sebogal benkut:
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Lampiran 13. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017
Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Peghasilan Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan
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D5 antara Pasal 3 dan Pasal 4 distsipkan 1 (satu] pasal, yakni
Pasal 3A yang berbunyi:

Paval 3A

(1} Dalam hal

a. suami dan stert medakukan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan secara tertulis; atau

b, isteri memilih untuk menjolankan bak dan kewajiban
perpujukannys sendird,

penghasilan dan keruglannys dilaporkan dalarn Surat

Pemberitalizan Tahunan masing-masing pibak,

12} Suami dan iswerl schagaimana dmaksud pads syat (1)
wajib membuat dan melampirkan penghitungan Paak
Penghasilan yang terutang berdesarkan penggabungan
penghasilan neto suami dan ister,

3) Suami dan isteri sebagaimana disonksud pada syat (1)
yang mceniliki penghasilan scbagaimans dipaksud daliso
Pasal 3 wajib menggunakan Formulir 1770 atau Formulir
1770 8 beserta Lampiran-Lampirannya.

Pasal 1T
Scjak beriakunyn Peraturan Direktur Jenderal ini, formulir
Surit Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yeng
digunoken untule pelaporan atau  pembetulan adalan
formulic Burat Penberitabuan Tahunan Papk Penghssilan
yang beraku pada saat Wajlb Pajak menyampaikan
pelaporan atay pembetulan.

Pasal 1l
Peraturan Direktur Jerderal Pajak (nd malal berlaku pacda
tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarts

peda tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
tud.
ROBERT PAKPAHAN

Sulinan sesual dengan asknys
SEKRETARIS DIREXTORAT JENDERAL PAJAK

ut

KEPALA BAGIAN ORGANISASE DAN TATA LAKSANA,

(e &) '.' ]

.

S

“ODING RIFALDE
NIP 19700311 1Laoa 1002
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Lampiran 14. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-01/PJ/2016 Tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
Tahunan

KEMENTERIAN KEUANGAY REFPUBLIK INDORESIA

BALINAN
PERATURAN DIREKTUR JEXDERAL PAJAK
NOMOR PER- 01 /PJ 2016
TENTARC

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN
SURAT PEMEERITAHUAN TANUNAN

DIREKTUR JENCERAL PAJAK,

Menumbang @ o0 bahow dalam rangles phatlan efisens penerimaan
Cun pengolahan Sural Prmberitshaion  Tahunan serta
memberikan  kep hukum  kepeda  Waslh  Pajak
sehubungun dengan penvanspaion  Surat Pembesitabuan
Tahuwnan

b baibvwu  urdok mebksanokan  ketentuan  Pasal 26
Penaturan Mentori Kruongan Nomor 243/PMK.03/2014;

€ Lulwa bendwsarinn pertimbangen sebagumass dimakwiid
dulam fured o dan tnead b, perlo merstapkan Persturan
Dicktyr Jenderal Pajak tentarg Tats Cara Pensomsan
dan Pengolehan SPT Tohunan;

Mevgugat @ 1. Undang-Undang Nomor 6 Twhun 1983 tontang Ketentisan
Umun. dun Tuta Cars Perpajnkan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 49, Tambahan
Lomlawuns  Negaen Repoblik  Indonesia Nomor 3262
sebaghirsna telvh beberapa kall dinbal terukbic dengsn
Undurg- Undacg Nomaor |6 Tahun 2006 (Lembaran Negsra
Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Letsburun Negara Repablik Indanesie Namur $929),

2. Permturan Pemermitak Nowsoe 74 Tubain 2011 tentung Tata
Cacn  Pelakeansan Huk dass  Pemenuban Kewajiban
Perpajtlean {Lembaras Negare Repabik Indocesia Tahan
011 Namer 162, Tambahar Lembarun Negara Republik
Indonesia Namor 52651);

3, Perslurun Meater! Keanagan Nomor 243/ PNIK.O372008
tentang Surat Pemberitabuan (SPT;
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-3
MEMUTUSKAN:

Menetophkan @ PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG TATA CARA

PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN.

Pasal 1

Dslen Peraturan Direktur Jenderal ini, vang dimaksud dengan-

1.

Surat Pembertahuan yaog selanjuinys disebut SPT adelah surst yang oleh
Waiih  Pajnk  digunnkan  untuk melaporkan  penghitungan  dan/azau
pembeyaran pajak, objok pajak dunfatau buken objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan,

Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjuimnys disebut SPT Tahisnon adalah
Burat Pembenitshusn untuk suatu Tahun Pajek atau Bagion Tahun Pajak,
yeng meliputl SPT Tahunan Psjak Penghasitan Wajlb Pajak Orang Pribadi
[SPT 1770, SPT 1770 S, 8PT 1770 55| don SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajih Pijak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/§), termasuk SPT Tahunan
Pembetulan,

SPT Talkunen Pembetuln adalah SPT Tahunan yang disampalksn Wajib
Pajek dalam rangza membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan
zebelumnya.

- BPT Tahunan Pujek Penghasilan Wajib Pajek Orang Pribadi Sangat Sedechana

yang sclanjutnya dlsebut SPT 1770 S8 adalah SPT Tahunan yang digunakan
oleh Walib Pujek Orang Pribed]l yang mempunyai penghasilan selain dari
usaha dan/arsu peiecjpun bebas dengan jumlan penghasilan brute tidak
lebah dar Rp&0,000.DO0,00 (enam pulub juta rupish] setabun,

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajih Pajak Orang Pribadl Sederhana yang
selanjutnya disebut SPT 1770 8 adalah SPT' Tahunan yang digunakan oleh
Wajib Pajale Orang Pribud) yRng mempunya: penghasilan seisn dan usaha
danfatay pekecipan bebas dengan jumlah penghasilan bruw lebih duri
Rp60.000.000,00 fermm puluh juta rupiah) sstahun

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wayib Pajak Orang Prbadl vang sclanjutnya
disebut SPT 1770 adaleh SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak
Orang Pribadi yasg mempunyai penghasilae dasi usahe/ pekecjaan betas,
dari satu atau lebéh pembert XKerja, yang dikenalan Pajak Penghasilan final
dan/atsu beraifat final, dan/atou dalam neged lainnya,/ luar neger:.
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7. SPT Tahanan Elektronik yang selanjutnya disebuc o SPT Tahunan adalab SPT
Tahunan dalum bentuk dokumen elelironik beserts lampican-lampirennya
yang dilporkan dengan menggunakan Medie Penyimpanan Rlektronik.

B. Media Penyimpanan Elektronik adaloh sarana penylmpan data digita! vang
dapat dibaca oleh sisten informast pada Direktorat Jenderal Pagak, mediputi
cakram padat, flash gisk, dan medis penyimpanan slektranik lainnya,

9. SPT Tahunan Lengkap adulah SPT Tahunan yang semus elemen SPT
Tahunan Induk dan lampirasoys telah disi dengan lengkap, dilenglkapi
bunpirun khusus, keterangan danf/uisu dokumen yang disyaratkan, dag
untuk e-SPT Tahunan dapat diproses dalam sistem informas pada Direltorat
Jenderad Pajale.

10.Tempa: Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut TPT adalah tesmpeat
pelayanan perpajalan yang terintograsi pada Kantor Pelaysnsn Pajuk [KXPP)
termasuk  Kantor Pelayanan, Peayuluhan, dan Konaoltas! Perpajaloarn
{KP2K™,

11. Bukti Penerimaan SPT Tahunan adalah bukti penerimagan SPT Tahunan yang
diberikan kepada Wajib Pujuk.

12. Pengolahan  8PT Tanuoar sdalsh serangkaian  Xegiaton vang mekput
penelitian dan perekaman SPT Taliusan,

13 Pengecekan Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnys disebut
Pengecekan  Validitas  NFWP adalah keglatan yang  diakuian
uniuk memasriian kesesuaan NFWP yang terters pada SPT Tahunan dengas
data sistern informasi pada Direktorat Jendem! Pajak.

14. Proses Valldasi Nomor Pokole Wajil Pajak yang selanjuttys disebut Proses
Validast NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuic memproses NPAP tidak
valid sehingen menjodi valld.

15, Penelitian Penyampainn SPT Tabunan adalah kegiatan vang dilakukan untulk
memantikan  SPT  Tahunan wlah  ditandatangani  dan  menelit]
kelengiapan pengisian SPT Tshunan dan lampirannya serta kelengkapan
hwnpiran yang disyaratkan sesual Xetentuan yang berlaku,

16. Unit Pergolahan Data dan Dokumen Perpsjakan yang sclanjutnys disebut
UPDDP adalah unit pelaksana reknis yang melaksanakan fungsi pungolahan
data dan dokumen perpmjalun, melipati Pusat Pengolahan Data dan
Dakamen Perpajakan (FFDDP) serta Kantor Fengolahan Data dan Dakumen
Perpajakan (KPDDPY

17. Perekaman SPT Tahunan adalak serungkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengisi schagian atau selurubl unsur SPT Tahunan ke dalam besin data
perpajakan dengan cara antam lain merckam, mengunggah cata/miormas!
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{3

(3

(4l

15)

4-
digitl dari media elektronikfjariogan komunikasi data ke dalam sotem
informas: pada Direktorat Jenderal Pagal, dan/atuu memindai {scanning).

Pagal 2

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan care!

a. langsung;

b, dizirtm melalasi pos dengan bukt pengiriman surat ke Kantoe
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak rerdaftar;

¢ dikirim melalud perosahaan jesa ekspedisi atau fasa kusly dengan
bulct] gengiriman surat ke Kantor Pelaganan Pajak tempot Wayib Pajak
terdaftar; atau

d. salaran tertentu yang ditetapkan olel: Direktur Jenderal Pajak sesuai
dengan perkembangan weknolog miormass,

Peoyampeian SPT Tabhunan secam langsung sebageimana dimaksed pada

ayat {1) huruf a dapat dilakukan di;

a, TPT, meliputt TPT Kantor Polayanan Pajak tempat Wajib Pajak
tecdnftar dan TPT Kantor Pelavanan gelain tempat Wajib Pajak
terdaftar, atau

b, pojolc pajak, mobil pejak, amu tempar khusus penerimsan SPT
Tahunan,

yang disediakan olh Direktorat Jenderal Pujak untuk menerima SPT

Tahunan,

Wajib Pajok tidak dapat menvampaikan SPT Tehunan secars langsung ai
TPT selaln tempat Wajib Pajak terdaftar, pojok pyjak, mabll pajuk, dan
tempot kbusus pencrimaan SPT Tahunan wtas:
& SPT Tahunan Pajak Penghasilan Waph Pajak Badan;
b. SPT 1770,
¢, 8PT Tahunan Pembetulan; dan
& BPT 1770 S dan 8PT 1770 88 yang:
1) menyatakan lebinh bayar;
24} disampaikan setelah batas wakiu peryempaian SPT; dan
3) disampeikan dalam bentuk «-SET Tahunan.

Penyampaian SPT Tahunan Pembetulan fidak dapat difskuken di TET
Kuntor Pelayanan Penyuluban dan Xonsultasi Perpajakan (KP2KP),

Dalam  hal penyampaian SPT Tohunse dilakukan  melelui pos,
perusahaan jasa ekspedial, atau jasa kurir, Walib Pajale menyampaikan
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il

12}

&

(4]

(5

s

-9
SPT Tehunun dam amplop tertutup yang telah dilekatkan lembay
informas: amplop SPT Tahunan,

Saluran tertentu scbhagnimana dimaksud pade syat [1) hurufd meliputi;

a, laman Direktorat Jendesal Pajak;

b. lsman penyalur SPT elektronik;

. saluren susry digited yeng ditetapkan aleh Direkrtur Jenderal Pajak
untuk Wajib Pajak terteniu;

d. Jaringan Komunikesi data yang rerbudung kKhusis antare Direktorat
Jenderal Pajak dengan Wajib Pajalk; dan

€ seluran lain yang ditetapkan oleh Direkiur Jenderal Paiak.

Pesal 3

Terbadap SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dengan curs
sobeguimans dimsksud dalam Pasal 2 ayat (1) burul &, hural b, gtay hunol
¢, Knntor Pelayanan Pajak penerma £PT Tabunan melaloukan Pengooekan
Validitas NPWD.

Terhadap SPT Tabunan yaog disampaikan melalui saiuran teriontu
sebageimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [1) huruf d, Pengecekan Vallditas
NPWP dilakukan oleh sistem [nformasi milik Direkrorat Jendeml Pajok.

Haall Pengecekan Validitas NPWP sebagumana dimakaud pade ayat (1}

menyataiean NPWP tidek valid dalan hal;

. belum dilakukan sktivasi pada aplikas: pendafrarn Wagils Pajak,

b, telah diterhitkan Surat Pemberitahuan Penictapan Wajib Pajak Non
Efekctl,

e, telah diterbitkan Surst Peaghapisan NPWP; atau

d. pecyelub lninnyn yang menyebabkan NPWP tidak scsual dengan data
peda sistem mformesi milik Direktorat Jenderal Pazak

Atrs NPWE tidak vald sebaguimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huraf b, Kantor Pelayanan Pajak penerima SPT Taluaan melakukan Proses
Validasi NPWP,

Atas NPWP tidak valid sebagnimana dimaksud pada avat (3) huruf ¢ dan
huruf d, Kantor Pelayanan Pajak Penerima SPT Tahunan tdak dapat
melalaikun Proses Validasl NFWE dan SPT Tahunan dikemabalikan kepada
Wajib Fajak,

Wajib Pajok sebagalmann  dimakxsud pade myat (%) melakukan Proges
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Lampiran 15. Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 (For mulir 1721-A2)
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Lampiran 16. Bukti Potong Pajak Penghsilan Pasal 21 (Pensiun)




Digital Repository Universitas Jember

117

Lampiran 17. Rekapitulas Pemotongan PPh 21
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Lampiran 18. Daftar Penghasilan dan Pembayaran PPh 25
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Lampiran 19. Formulir Induk 1770
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Lampiran 20. Formulir 1770 Lampiran | (Pencatatan)
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Lampiran 21. Formulir 1770 Lampiran |1
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Lampiran 22. Formulir 1770 Lampiran |11
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Lampran 23. Formulir 1770 Lampiran IV

-
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Lampiran 24. Bukti Penerimaan Negara
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Lampiran 25. Contoh EFIN

EFIN - DIREXTORAL JENDERAL PAIAK aerpncaktivamiefindefinapy g pe 352 5 Nes 0

KEMENTERIAN EELANGAN REFUSLIK INDONESIA
DIRSCTORAT JENDERAL PALA
SANTOR WILAYAH KANWIL DF JaWe TINUR T
FANTOR PELAYANAN PALAK SRATAMA JENBER
A RASIMATA MO W4 A Aeas
Vempn SAI- K0T, Paierie Q11112008 S - mrew peM e
LATANAN DOSMAR DA KT UMAN ERRGIAME (10 1) TRaX0e

Plecheae Py identfeation Rurber (1NN

Momer Refere [ osBIALSe
Tergnd L0223
Kepads

"

[ ermommme___]

Noerar en adietont $VIN Wi Paged sortergs sebagal certtas Wiph Pajal pacds Taet melsuds) 1N5eS S onk
Gungan Dywictorat Jorvdoral Peiob rtud medsksanaion hak dos kewapbion perpeakan

EFIN oo tolaty dabifhan da dapet dganakes oleh Wt Fajst snteh mesdaltanan dii peda panen Bleinonk o
Owerteral Joxdersl Pgad

EFIN betudat iahunks Gt dezvirian wiaget slet amonthan, Wt Papak Deckewariten rtuk mergags heaymensy
dar hetahaniman EFTH 2arl peagounant sarg tetk b

Smgarkeh EFIN i degan bek
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Lampiran 26. Bukti Penerimaan Elektronik

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama: |
NPWP -

Tahun Pajak - 2017
Masa Pajak - 01/12
Jenis SPT : 17708
Pembetulan ke - 0
Status SPT - Nihil

, ~ Nominal:0

Tanggal Penyampaian : 23/03/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik - i

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.
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Lampiran 27.Contoh Formulir e-Form 1770S

@ IBM Forms Viewer - 587506114655000_SPT17705_2017_0_8XUF.xfdl
File Action Help

BEB S 3B

TY H&lo=~-e/vwd &

1770 s SPT TAHUNAN 2 o 1 7

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
BAGH WAIB PAJAK YANG MEMPUNYA! PENGHASILAN :

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DARI SATUATAU LEBIM PEMBER| KERJA; SPT PEMBETULAN KE - 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK + DALAM NEGERI LAINNYA. DANATAU o

YANG DIKENAKAN PPh FINAL DANATAU BERSIFAT FINAL

NPWP I ]
NAMA WALIS PAJAK l I
PEKERJAAN [PEGAWAI sSWASTA | v [oe304 |
NO. TELEPON NO. FAKS | ] |
STATUS KEWAJIBAN
PERPAJAKAN SUAMS-ISTERI
NPWP ISTER! / SUAMI
data di dari SPT PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan
Formulir Perubahan Data Waijib Pajak dan i yang di:
) Pngein o hares kg sl 3 RUPIAH *)
1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGER: SEMUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 1 | 5o|
P p Forrde MALAZ pag oy
2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 2| 0|
1o 3o 1210 544 9
3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI al 0|
L gt aga Tarcandio, Mat
A 4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (142+3) cl ol
8 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WANE 5 OI
£ JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAM PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN 8 ol
YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
B 7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK 7 ol
8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) 8 ol
9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) I ol
(B Vi P a T Sevkoed di 9
Laeginis haret 3]
C | 10 PENGEMBALIAN | PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAM DIKREDITKAN :ol ol




Digital Repository Universitas Jember

Lampiran 28.Daftar Konsultan Pajak Yang Terdaftar IKPI (Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia) di Malang

DAFTAR KONSULTAN PAJAK YANG TERDAFTAR DI IKPI
(IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA) DI MALANG

SURAT KETETAFAN
NO NAMA KONSULTAN PAJAK ALAMAT
ANGGOTA
|| Yoodries Frysso KEP-T41/SK-PRIKPEANVZINT | Making
2 | Tukas Kisman, S.Ip 137S/FR IKPI-B/X /2010 Making
3 | Sei Wabyuni. SE 1227/PP IKPI-BA2010 Muking
4 | Sctuyung, Panlos Kontan NO441/SK-PPIKPE-BIL2005 Making
5 | SamanH. SH, MBA, Mu NO2TUSK-PPIKPEBVIXKE | Making
6 | Agws Sambodo,Drs SHMSA KEP-686/SK-PPIKFI-BXV200H | Making
7 | Drs. Ahmad Dabdan, MSA. Ak KEP-T96/SK-PPIKP-BAN2NT | Making
§ | Dr Sugiharto 2000 PRIKPL-BVIN2012 Maling
49 | Ananto Rahacpo Octomoputrm TIRAPRPIKPI-AXT201S Making
b e ISISPPIKPLATIZ0N | o

B i 2000PPIKPLBALADL S »
11 | Robertus Ages Prawoto. SE KEP-TIMSK-PPIKPL-BAVNNT | Making
12 | Oto Badihardjo, Ak, MM 1792/PR IKPI-C/X1201 | Mahing

13 | Dra. Ec. Suhantimi Karp, Amd. SE

1657/ PRIKPL-BNVIION

14 | Khasnul Chotimah S Pd

ISIPRIKPI-AX D200

15 | Petrus Yonas

NOAISK-PPIKPENL2005

HEHE
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SURAT KETETAPAN
NO NAMA KONSULTAN PAJAK . ALAMAT
ANGGOTA
16 | Docendi, H, NOAIHSK-PPIKPEBIA00S | Mabing
3 i 1SEL PR IKPLAIV 2011 |
' 2041/PPIKPLB/X 2012 S
18 | Dias Sofis Hanik, SE 1T2PPIKPLAX201 1 Making
19 | Dissto Kueniseoan NO287SK-PPIKPERVIIZ00G | Making
20 | Curmadi, SE 1S200PPIKPI-AT17201 Making
21 | Drs. Kunto Wibisomo 0I0PPIKPL-BAII 2012 Maling
22 | Handijanto Handojo ISAPRIKPT-RXIV201 | Making
23 | Jemi Susyumti, SE, MM 2USPRIKP-ANTILNI Matang
24 | Parwati, SH NOGUSK-PRIKPLAVIV2002 | Making
28 | Riman Sotrisso. BA NO2MSK-PPIKPLBALZ00E | Making
26 | Muskim Makbfudz, SH NOATSK-LPIKPLCAV200S | Maling
27 | Musa Achmad. B.Sc 12500PP IKPL-BAL2D1D Making
2% | Muhamad Noafal, SE TSNP IKPLANVI20L | Making
29 | Manthun S, Seniss, Dvs. NOAYVSK-PPIKPLON KIS Maling
NO,31NSK-PPIKPI-
| Mardiyanio, SH Making
BVIIIN,
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